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ABSTRAK 

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI 
KASUS PEMBANGUNAN BALAI BENIH INDUK (BBI) DI  

KABUPATEN NIAS SELATAN 
 (Studi Putusan No : 116/Pid.Sus-TPK/2014/Pn.Mdn) 

 
OLEH 

 
DONNY CHRISTIAN HARITA 

NPM : 14.840.0096 
 

Korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa yang bersifat menular 
di setiap aparat negara baik di pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah. 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah penegakan hukum tindak pidana korupsi 
menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 dan pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan putusan nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2014/Pn.Mdn. Teori yang dipakai 
dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum dan teori pemidanaan 
retributif. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah metode normatif yang 
mengumpulkan data kepustakaan yaitu peraturan perundang-undangan,buku-buku 
hukum, putusan hakim, media massa dan jurnal ilmiah yang berhubungan dengan 
permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Hasil dan pembahasan penelitian ini 
adalah mengenai penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia yang 
dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 
merupakan representasi dari 3 unsur penegakan hukum, yaitu unsur pembuat 
undang-undang (dengan membuat undang-undang ini), unsur aparat penegak 
hukum yaitu misalnya dengan adanya Komisi Pemberantasan Korupsi dan unsur 
lingkungan masyarakat yaitu dengan mengatur partisipasi masyarakat dalam 
pemberantasan korupsi di Indonesia dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2014/Pn.Mdn adalah dengan 
mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan, 
dengan mempertimbangkan kemampuan bertanggungjawab si terdakwa, 
mempertimbangkan tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar, serta 
memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana. 
 
Kata kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Korupsi. 
 

ABSTRACT 
 

LAW ENFORCEMENT ON CRIMINAL ACTION CORRUPTION CASE 
DEVELOPMENT OF PARENTS 'SEEDS (BBI) IN 

REGENCY OF SOUTH NIAS 
 (Study of Decision No: 116 / Pid.Sus-TPK / 2014 / Pn.Mdn) 
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DONNY CHRISTIAN HARITA 

NPM: 14.840.0096 
 

Corruption is one of the extraordinary crimes that are contagious in every 
state apparatus either in the central government to the regional government. The 
problem in this research is law enforcement of corruption crime according to Law 
Number 20 year 2001 and judge's consideration in dropping decision number: 
116 / Pid.Sus-TPK / 2014 / Pn.Mdn. The theory used in this research is law 
enforcement theory and retributive punishment theory. The method of research in 
this writing is a normative method that collects literature data that is legislation, 
law books, judges verdict, mass media and scientific journals related to the 
problems discussed in this thesis. The results and discussion of this research is 
about the law enforcement of corruption in Indonesia as stipulated in the Law of 
the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 is a representation of three 
elements of law enforcement, namely the legislative element (by making this law), 
elements law enforcement officers, for example by the existence of Corruption 
Eradication Commission (KPK) and environmental elements of society by 
organizing public participation in eradicating corruption in Indonesia and judge's 
consideration in deciding the decision Number: 116 / Pid.Sus-TPK / 2014 / 
Pn.Mdn is taking into account mitigating and aggravating matters, taking into 
account the defendant's accountability capability, considering the absence of 
excuses and justification, and taking note of Article 3 in conjunction with Article 
18 of the Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 concerning 
Amendment to the Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 on 
Corruption Eradication jo Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code. 

 
Keywords: Law Enforcement, Crime, Corruption. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar belakang 

Indonesia merupakan negara hukum (rechtstaat) yang telah tegas tertuang 

dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi :“Indonesia ialah 

negara yang berdasar atas hukum”. Pengertian hukum menurut Prof. Syamsul 

Arifin, SH, MH adalah suatu perangkat kaidah-kaidah untuk mengatur tingkah 

laku manusia, guna mencapai ketertiban dan keadilan yang dijabarkan sebagai 

berikut : 

“Sebelum diuraikan mengenai apakah hukum itu, terlebih dahulu 
dikemukakan etimologi dari perkataan hukum tersebut. Didalam Bahasa 
Belanda perkataan hukum disebut recht. Perkataan recht ini bertalian 
dengan bahasa Latin rectum artinya pimpinan. Dari perkataan recht, 
rectum terdapat unsur autorita, kewibawaan. Disamping itu, recht 
merupakan bagian dari kata gerechtingheid, yang berarti keadilan. 
Perkataan recht tidak dapat dipisahkan dari gerechtingheid, dengan kata 
lain perkataan hukum itu membawa pengertian kewibawaan dan 
keadilan.”1 

 
Balai Benih Induk adalah satuan/unit kerja milik Pemerintah Propinsi atau 

Pemerintah Kabupaten/Kota yang memproduksi dan menyebarluaskan benih 

bermutu varietas unggul yang meliputi komoditas tanaman pangan dan atau 

hortikultura.2 

Balai  benih  Induk  Kabupaten  mempunyai  kedudukan  sebagai  Unit  

Pelaksana  Teknis (UPT) Balai Benih Induk (BBI) yang dipimpin oleh seorang 

Kepala UPT yang berada di bawah dan  bertanggung  jawab  kepada    kepala  

1 Syamsul Arifin, Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia, Medan Area University Press, 
Medan, 2012, hlm. 5. 

2 Bab I Keputusan Menteri Pertanian Nomor 347/Kpts/OT.210/6/2003 tentang Pedoman 
Pengelolaan Balai Benih Tanaman Pangan dan atau Hortikultura. 

1 
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Dinas  Pertanian, Perternakan, Perkebunan, dan Kehutanan  Kabupaten. Balai  

Benih  Induk Kabupaten berfungsi untuk :3 

1) Menyusun bahan kebijakan operasional UPT Balai Benih Induk (BBI). 

2) Menyusun perencanaan  operasional  UPT  BBI. 

3) Melaksanakan  pembinaan  koordinasi,  monitoring  dan evaluasi  pelaksanaan 

kegiatan  operasional  UPT  BBI.  

 Pembiayaan oprasional Balai Benih bersumber dari dana APBD, dengan 

kemungkinan dukungan dana APBN, atau melalui kerjasama oprasional (KSO) 

dengan pihak ketiga (Koprasi, BUMN/BUMD, swasta) sesuai peraturan 

perundangan, sehingga mampu berkembang secara mandiri dan 

berkesinambungan.4 

Kabupaten Nias Selatan adalah salah satu kabupaten di Sumatera Utara 

yang terletak di pulau Nias. Penduduknya berjumlah 457.757 jiwa (Januari 

2015).5  

Nias Selatan sebelumnya adalah bagian dari Kabupaten Nias. Status 

otonom diperoleh pada 25 Februari 2003 dan diresmikan pada 28 Juli 2003. 

Kabupaten ini terdiri dari 104 gugusan pulau besar dan kecil. Letak pulau- pulau 

itu memanjang sejajar Pulau Sumatera. Panjang pulau-pulau itu lebih kurang 60 

kilometer, lebar 40 kilometer. Dari seluruh gugusan pulau itu, ada empat pulau 

besar, yakni Pulau Tanah Bala (39,67 km²), Pulau Tanah Masa (32,16 km²), Pulau 

3https://www.researchgate.net/publication/285591230_KERAGAAN_KINERJA_DAN_KAP
ASITAS_BALAI_BENIH_INDUK_BBI_DALAM_PENYEDIAAN_BENIH_PADI_DI_PROVINSI_BANTEN di 
akses pada tanggal 9 Februari 2019 pukul 12:05 WIB. 

4 Bab I Keputusan Menteri Pertanian Nomor 347/Kpts/OT.210/6/2003 tentang Pedoman 
Pengelolaan Balai Benih Tanaman Pangan dan atau Hortikultura, Op.Cit. 

5 https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Nias_Selatan#Pemerintahan di akses pada 
tanggal 12 februari 2019 pukul 20:00 WIB. 
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Tello (18 km²), dan Pulau Pini (24,36 km²). Tidak seluruh pulau berpenghuni. 

Masyarakat Nias Selatan tersebar di 21 pulau dalam delapan kecamatan. 

Pelanggaran terhadap hukum dan kaidah-kaidah yang berlaku semakin 

meningkat dan sudah ada dari zaman sebelum masehi. Hal ini dapat dilihat dari 

berita-berita, baik elektronik maupun media cetak. Salah satu fungsi hukum 

adalah memberikan ketertiban dalam lingkup masyarakat, dengan kata lain 

mencegah terjadinya tindakkan yang melawan hukum. 

Menurut Prof Syamsul Arifin, tindakan melawan hukum adalah perbuatan 

atau melalaikan perbuatan yang6 : 

1. Melanggar hak sesamanya; 

2. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri; 

3. Melanggar norma dimasyarakat : 

a. Menentang kesopanan 

b. Menentang tata keharusan dalam pergaulan di dalam masyarakat yang 

menyangkut pribadi atau barang milik sesamanya. 

Perbuatan melawan hukum adalah sebuah tindakan tercela atau biasa 

disebut sebuah kejahatan, khususnya pelanggaran hukum pidana. Menurut 

Marties, hukum pidana atau dalam bahasa Belanda disebut strafrecht artinya 

keseluruhan aturan-aturan hukum yang menentukan kekuatan-kekuatan mana 

yang seharusnya dipidana dan jenis pidana apa saja yang seharusnya dijatuhkan. 

Dengan perkataan lain, hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang 

perbuatan-perbuatan apa saja yang dihukum dan hukum apa saja yang dapat 

dijatuhkan dalam hal seseorang melakukan kejahatan maupun pelanggaran.7 

6 Ibid, hlm. 42. 
7 Ibid, hlm. 113. 
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Kejahatan semakin meningkat dalam berbagai aspek kehidupan, walaupun 

hukum pidana baik materiil maupun formil serta sistem pemidanaan telah 

diterapkan dalam pemberantasan kejahatan. Hukum pidana dalam pemberantasan 

kejahatan dinilai tetap kurang efektif, maka para pakar dalam berbagai disiplin 

ilmu terutama pakar hukum pidana mulai mengadakan penelitian bukan hanya 

pada aturan-aturan hukumnya, tetapi kepada orang-orang yang melakukan 

kejahatan itu sendiri untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya suatu kejahatan.8 

Salah satu jenis kejahatan luar biasa (extra-ordinary crime) adalah tindak 

pidana korupsi. Di Indonesia korupsi dikenal dengan istilah KKN singkatan dari 

korupsi, kolusi dan nepotisme. Korupsi sudah menjadi hal buruk yang bersifat 

menular di setiap aparat negara baik di pemerintahan pusat sampai pemerintahan 

daerah. Dalam kamus umum Belanda Indonesia yang disusun oleh Wijowasito, 

corruptie yang juga disalin menjadi corruptie dalam bahasa Belanda mengandung 

arti perbuatan korup, penyuapan. 9 

Tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena 

tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan Negara dan 

masyarakatnya, membahayakan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, 

politik, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa 

karena dapat berdampak membudayanya tindak pidana korupsi tersebut. Hal 

tersebut sebagaimana tercantum dalam Preambul ke-4 United Nations Convention 

Against Corruption, 2003 – Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 

2003, yang berbunyi sebagai berikut10 : 

8 Abussalam, Victimology, PTIK, Jakarta, 2010, hlm. 1. 
9 Wijowasito, Kamus Umum Belanda Indonesia, Ikhitiar Baru, Jakarta, 1999, hlm.128.  
10 Alinea ke-4 Preamble The States Parties to this Convention of United Nations 

Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi, 2003). 
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“Convinced that corruption is no longer a local matter but transnational 

phenomenon that affects all societies and economies, making international 

cooperation to prevent and control it essential.” 

Meyakini, bahwa korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal, melainkan 

suatu fenomena transnasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan 

ekonomi yang mendorong kerja sama internasional untuk mencegah dan 

mengontrolnya secara esensial. Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti 

Korupsi ini mengajak seluruh dunia untuk memberantas korupsi. 

Korupsi di negara Indonesia menjadi fenomena yang telah merusak sendi-

sendi kehidupan masyarakat dan negara. Tindak pidana korupsi di Indonesia telah 

masuk dalam kategori membahayakan. Persoalan bangsa yang bersifat darurat 

yang dihadapi Negara Indonesia dari masa ke masa dengan rentang waktu yang 

relatif lama belum dapat terselesaikan dengan baik, tetap saja para pelaku tindak 

pidana korupsi hadir di negeri ini sebagai penjajah yang menjadi musuh seluruh 

elemen masyarakat. Para penegak hukum diharapkan dapat membantu 

mengurangi jumlah para korupsi dengan melakukan penegakan hukum yang 

represif.  

Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk kehidupan manusia 

dalam masyarakat, hukum menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk, 

hukum juga memberi petunjuk, sehingga segala sesuatunya berjalan tertib dan 

teratur. Hukum memiliki sifat memaksa sehingga hukum tersebut ditaati anggota 

masyarakat. Hukum yang mengatur mengenai korupsi juga bersifat memaksa dan 

mengikat. Aturan mengenai korupsi di Indonesia sudah mengalami beberapa 

perubahan, hal tersebut dilakukan sebagai wujud dan upaya pemerintah untuk 
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melakukan perubahan sebagai terobosan baru seiring dengan semakin banyaknya 

para penjahat kerah putih (white collor crime) di Indonesia.11 

Hukum sebagai himpunan peraturan-peraturan yang mengurus tata tertib 

suatu masyarakat, harus ditaati oleh semua komunitas masyarakat yang terkait 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di dalam hukum 

dirumuskan larangan maupun perintah yang menuntut semua orang atau subjek 

hukum untuk melaksanakannya. Ketaatan menjadi standar utama yang akan 

menentukan citra hukum di mata masyarakat, termasuk bagi pelaksana maupun 

bagi penegak hukum itu sendiri. Sehingga dengan demikian, hukum akan terus 

mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia dimana ia berada, sehingga 

keamanan dan ketertiban terpelihara, sesuai dengan tujuan hukum yang sangat 

hakiki yaitu keadilan.12 

Hukum diarahkan sepenuhnya sebagai sarana pendukung pembangunan. 

Pembangunan itu sendiri adalah sarana untuk meningkatkan martabat 

kemanusiaan. Jadi hukum secara tidak langsung menciptakan atau menjadikan 

kesejahteraan bagi masyarakat. 

Pertumbuhan masyarakat yang sangat dinamis diiringi dengan kemajuan 

teknologi serta tidak dapat dihindarinya gaya hidup yang berlebihan, tentu 

cenderung akan meningkatkan kejahatan white collor crime. Dikatakan penjahat 

kerah putih karena kejahatan ini dilakukan oleh para intelektual yang secara 

pendidikan cukup tinggi dan secara kemapanan juga sudah cukup. 13 

11 https://www.elib.unikom.ac.id/files/disk1/646/jbptunikompp-gdl-maychalsau-32275-7-
unikom_m-l.pdf di akses pada tanggal 9 Februari.2018 pukul 12:05 WIB. 

12 Faisal Santiago, Memerangi Korupsi, Cintya Press, Jakarta, 2006, hlm. 46. 
13 Faisal Santiago, Jurnal Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Penegak 

Hukum untuk Terciptanya Ketertiban Hukum, Pagaruyuang Law Jurnal, Volume 1, 2017, hlm. 24. 

6 
 

                                                           

------------------------------------------------------ 
 © Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 
------------------------------------------------------ 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan Penulisan Karya Ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA

13/9/19UNIVERSITAS MEDAN AREA



Kejahatan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah masuk dalam wilayah 

akut atau dapat dikatakan sudah berada pada titik yang sangat nadir. Korupsi 

dilakukan tidak secara bersama-sama, tetapi sudah dilakukan secara sistematis 

oleh para pihak dengan harapan untuk memperkaya diri sendiri maupun orang 

lain. Perbuatan korupsi yang merajalela, merupakan bentuk perlawanan terhadap 

hukum yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang berlindung 

dibalik kekuasaan atau kewenangan guna kepentingan pribadinya dengan cara 

merugikan keuangan Negara atau Pemerintahan Daerah.14 

Tindak pidana korupsi yang sangat luar biasa ini tentunya menghambat 

keberlangsungan pembangunan di Indonesia. Tindak pidana korupsi sebagai 

perilaku extra ordinary crime yang mengancam cita-cita Negara memerlukan 

penegakan hukum secara lebih serius. Korupsi telah melanda setiap sudut 

kehidupan masyarakat Indonesia dan sudah memasuki semua kalangan, seperti 

sudah tidak ada rasa takut, malu serta dosa bagi mereka yang melakukan 

kejahatan tindak pidana korupsi.15 

Di Indonesia tindak pidana korupsi, yang dapat menyengsarakan rakyat 

dan merugikan Negara, dilakukan dengan modus operandi berupa perilaku 

memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan jabatan atas 

kepercayaan Negara yang berlangsung sejak Negara berdiri. Negara sering kali 

mengalami krisis keuangan, juga terlilit utang, dalam jumlah yang cukup besar 

terhadap lembaga-lembaga keuangan internasional, kerugian Negara sebagai 

14 Ismail Prabowo, Memerangi Korupsi dengan Pendekatan Sosiologis, Dharmawangsa 
Media Press, Surabaya, 1998, hlm. 26. 

15 Faisal Santiago, Jurnal Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Penegak 
Hukum untuk Terciptanya Ketertiban Hukum, Op.Cit, hlm. 24. 
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akibat tindakan keji pelaku tindak pidana korupsi yang tidak kompromi dalam 

menggerogoti uang Negara.16 

Persoalan korupsi telah menjadi bagian sejarah yang tidak terpisahkan dari 

perjalanan bangsa Indonesia dalam mengisi era proklamasi kemerdekaan. 

Penggerogotan terhadap keuangan Negara demi kepentingan individu atau 

kelompok tertentu telah terjadi sejak Indonesia diproklamasikan menjadi Negara 

berdaulat. Peristiwa korupsi seolah telah menjadi bagian perilaku budaya yang 

menyimpang pada banyak tatanan lembaga birokrasi pemerintahan dan Negara, 

sekaligus merugikan Negara dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.17 

Tantangan dinamika korupsi yang terjadi di Indonesia, merupakan 

tantangan Negara dalam kedudukannya sebagai Negara hukum. Dinamisasi 

konseptual, penerapan maupun penegakan hukum, merupakan elemen-elemen 

sistem hukum yang secara terus menerus untuk disikapi, guna mewujudkan 

kedudukan hukum di Negara hukum dan bermanfaat bagi kepentingan 

masyarakat, bangsa dan Negara. 

Baharudin Lopa berpendapat bahwa ada 11 penyebab terjadinya tindak 

pidana korupsi yaitu sebagai berikut18 : 

1. Kerusakan moral; 

2. Kelemahan sistem; 

3. Kerawanan kondisi social ekonomi; 

4. Ketidaktegasan dalam penindakan hukum; 

5. Seringnya pejabat meminta sumbangan kepada pengusaha-pengusaha; 

16 Ibid, hlm. 26. 
17 Aswanto Budiharjo, Perilaku Menyimpang Budaya Korupsi, Raja Grafindo Press, 

Jakarta, 2001, hlm. 59. 
18 Baharudin Lopa, Masalah Korupsi dan Pemecahannya, Kipas Putih Aksara, Jakarta, 

1997, hlm. 171-172. 
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6. Pungutan liar (pungli); 

7. Kekurangan pengertian tentang tindak pidana korupsi; 

8. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang serba tertutup; 

9. Masih perlunya peningkatan mekanisme kontrol oleh DPR; 

10. Masih lemahnya perundang-undangan yang ada; dan 

11. Gabungan dari sejumlah faktor penyebab. 

Upaya penegakan hukum atas tindak pidana korupsi dipengaruhi oleh 

lemahnya komitmen pemegang kekuasaan atau pemerintah dan elit politik untuk 

bersungguh-sungguh memerangi tindak pidana korupsi. Strategi pemberantasan 

korupsi yang kurang komprehensif, yaitu lebih memberi perhatian kepada 

tindakan represif, turut pula mempengaruhi. Apalagi jika tindakan represif yang 

dilakukan setengah hati, tentu tidak akan efektif memerangi korupsi. Tindakan 

represif yang tegas dan konsisten perlu dibarengi dengan langkah-langkah 

preventif, memperbaiki sistem manajemen pemerintahan, peningkatan 

pengawasan, perbaikan standar pelayanan publik, transparansi administrasi 

pemerintahan dan akuntabilitas publik sebagai bagian dari pembangunan good 

governance.19 

Setiap pelaksanaan tugas jabatan dalam aparatur pemerintah yang bersifat 

koruptif ditandai oleh tindakan penyuapan, pemerasan, nepotisme dan 

penggelapan. Sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan 

dengan kemauan politik yang kuat oleh pemegang kekuasaan melalui perangkat 

19 Oka Mahendra, Merajut Benang yang Kusut, Pancur Siwah, Jakarta, 2003, hlm. 6. 
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hukum yang keras, sekaligus guna memberikan jawaban bahwa hukum memiliki 

kepentingan atas hak dan kewajiban masyarakat hukum.20 

Gaya hidup yang sesuai perkembangan zaman juga mempengaruhi 

timbulnya niat melakukan tindak pidana korupsi. Adanya gaya hidup yang 

berlebihan dan tidak mempunyai rasa cinta tanah air (Negara Kesatuan Republik 

Indonesia) maka mereka melakukan tindak pidana korupsi yang akibatnya dapat 

menghambat pembangunan di Indonesia serta akan menambah jarak untuk 

mencapai kesejahteraan bagi masyarakat. Misalnya saja kasus tindak pidana 

korupsi yang terjadi di Kabupaten Nias Selatan yaitu korupsi Balai Benih Induk 

yang kronologinya adalah sebagai berikut. 

Bahwa Terdakwa Drs. HUKUASA NDRURU,M.AP. selaku Wakil Bupati 

Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Menteri 

Dalam Negeri Nomor : 132.12-205 Tahun 2011 tentang Pengesahan 

Pemberhentian Wakil Bupati Nias Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Wakil 

Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara, bersama-sama dengan saksi Drs. 

ASA ARO LAIA, saksi Drs. FERIAMAN SARUMAHA, saksi FIRMAN ADIL 

DACHI saksi Drs.ARONI HALAWA dan Saksi YOKIE AK DUHA (masing 

masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada tanggal 13 Februari 2012 

atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Kantor 

Bupati Nias Selatan Jalan Balaho Indah Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kabupaten 

Nias Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 5 

Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 

jo pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 

20 Faisal Santiago, Jurnal Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Penegak 
Hukum untuk Terciptanya Ketertiban Hukum, Op.Cit, hlm. 32. 
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022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 masih termasuk dalam daerah 

Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang 

berwenang memeriksa dan mengadilinya, “sebagai orang yang melakukan atau 

turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya 

diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan 

Negara atau perekonomian Negara”. 

Pada TA. 2012 Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan ada 

melaksanakan kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan Pembangunan 

Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, kegiatan tersebut ditampung pada Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah 

Kabupaten Nias Selatan TA. 2012, dengan pagu Anggaran yang tersedia sebesar 

Rp. 15.600.000.000,- (lima belas milyar enam ratus juta rupiah), dengan kode 

rekening 1.20.05.17.46.5.2.3.01.01 yaitu kegiatan Pengadaan Tanah Kantor 

Pemerintah Daerah.  Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam 

pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 

20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

Beranjak dari uraian pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dan kemudian membahasnya lebih lanjut melalui 

dalam bentuk skripsi yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP 

TINDAK PIDANA KORUPSI KASUS PEMBANGUNAN BALAI BENIH 

INDUK (BBI) DI KABUPATEN NIAS SELATAN (Studi Putusan Nomor : 

116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mdn)”. 
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1.2. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia. 

2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi kasus pembangunan Balai 

Benih Induk di Kabupaten Nias Selatan. 

3. Pertimbangan hakim dalam putusan kasus korupsi Nomor : 116/Pid.Sus-

TPK/2014/Pn.Mdn. 

4. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi. 

 

1.3. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah berkaitan dengan pemilihan masalah dari berbagai 

masalah yang telah diidentifikasikan. Dengan demikian masalah akan diabatasi 

agar pembahasan tidak terlalu luas kepada aspek-aspek yang jauh dari relevan 

sehingga penelitian bisa lebih fokus untuk dilakukan. 

Berdasarkan latar belakang maka peneliti hanya menganilisis dan meneliti 

penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi kasus pembangunan Balai 

Benih Induk (BBI) di Kabupaten Nias Selatan putusan Nomor : 116/Pid.Sus-

TPK/2014/PN.Mdn. 

 

1.4. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi menurut 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001? 
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2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor : 116/Pid.Sus-

TPK/2014/Pn.Mdn? 

 

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi menurut 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001. 

b. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor : 

116/Pid.Sus-TPK/2046/Pn Mdn.  

2. Manfaat Penelitian  

a. Secara Teoritis  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk 

melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan 

sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan 

khususnya mengenai tindak pidana korupsi. 

b. Secara Praktis 

1. Hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi 

penulis khususnya dibidang pidana. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumbangsih 

pemikiran dalam pengembangan dan pembahuran hukum terutama dalam 

bidang tindak pidana melakukan persetubuhan terhadap anak. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tinjauan Umum Penegakan Hukum 

Hukum adalah seperangkat peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis 

yang bersifat memaksa atau memiliki sanksi yang bertujuan untuk mengatur tiap-

tiap sudut kehidupan masyarakat pada suatu wilayah. Penegakan hukum perlu 

dilakukan demi menjamin keteraturan pola kehidupan masyarakat. 

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide 

keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Pada 

hakikatnya penegakan hukum adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan 

hukum juga merupakan proses dilakukannya upaya tegak atau berfungsinya 

norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-

hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Proses 

penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-

konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.21 

 

2.2. Tinjauan Umum Tindak Pidana 

Tindak pidana menurut Bambang Poernomo adalah perbuatan yang 

dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran 

pidana yang merugikan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Beberapa 

ahli hukum pidana di Indonesia menggunakan istilah yang berbeda-beda 

menyebutkan kata pidana, ada beberapa ahli yang menyebut dengan tindak 

pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik. Jonkers mendefenisikan 

21 Shanty Dellyana, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 32. 
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tindak pidana adalah suatu kelakuan yang melawan hukum yang dilakukan 

dengan sengaja atau alpa oleh orang dan dapat dipertanggung jawabkan.22 

Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang 

menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan 

diancam dengan hukuman. Peristiwa pidana adalah suatu kejadian yang 

mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh peranturan perundang-

undangan, sehingga siapa saja yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai 

sanksi pidana (hukuman).23 

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan 

hukum larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi 

barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan 

pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam 

pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan diajukan kepada 

perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan 

orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan 

kejadian tersebut. 

Syarat-syarat suatu peristiwa pidana adalah sebagai berikut24 : 

1. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh 

seseorang atau sekelompok orang. 

2. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam peraturan 

perundang-undangan. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan 

harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. 

22 Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Ghali Indonesia, Jakarta, 
1997, hlm. 86-87. 

23 J. B. Daliyo, Pengantar Hukum Indonesia, Prenhalindo, Jakarta, 2001, hlm. 93. 
24 Loc.Cit. 
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3. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi perbuatan 

tersebut memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar 

ketentuan hukum. 

4. Harus ada ancaman hukuman. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang 

dilanggar itu dicantumkan sanksinya. 

Perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam yaitu25 : 

1. Perbuatan pidana (delik) formal adalah suatu perbuatan yang telah dilakukan 

dan perbuatan tersebut benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan 

dalam peraturan perundang-undangan. 

2. Delik material adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang 

timbul dari perbuatan tersebut. 

3. Delik dolus adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. 

4. Delik culpa adalah perbuatan pidana yang tidak disengaja, karena 

kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang. 

5. Delik aduan adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan 

orang lain. Jadi sebelum ada pengaduan belum merupakan delik. 

6. Delik politik adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada 

keamanan negara baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Indonesia sebelum tahun 1918, 

tindak pidana dikenal dengan 3 jenis yaitu kejahatan (crime), perbuatan buruk 

(delict) dan pelanggaran (contravention). Dalam Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana yang berlaku sekarang, peristiwa pidana dibedakan menjadi 2 jenis yaitu 

25 Ibid, hlm. 94. 
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kejahatan (misdrijf) (contohnya pembunuhan, pencurian, penipuan dan lain-lain) 

dan pelanggaran (overtreding) (contohnya pelanggaran lalu lintas).26 

Terdapat juga tindak pidana khusus yaitu tindak pidana yang diatur secara 

khusus dengan peraturan perundang-undangan tersendiri yaitu yang berada di luar 

Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Beberapa contoh peraturan perundang-

undangan yang mengatur tentang tindak pidana adalah sebagai berikut : 

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan 

Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan 

Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak. 

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga. 

4. Dan lain sebagainya. 

 

2.3. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi 

Pengertian korupsi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah 

perbuatan yang buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang suap dan lain 

sebagainya. Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio atau 

corruptus yang berarti menyuap. Dan selanjutnya dikatakan bahwa corruptio itu 

berasal dari kata asal corrumpere yang berarti merusak. Dari bahasa Latin ini 

kemudian turun ke banyak bahasa Eropa lainnya seperti Inggris, Perancis dan 

26 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 40. 
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Belanda. Menurut Jur Andi Hamzah, kata korupsi dalam bahasa Indonesia adalah 

turunan dari bahasa Belanda yaitu corruptie (korruptie) yang berarti kebusukan, 

keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, 

penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau 

memfitnah.27 

Tiga pengertian luas yang sering dipakai dalam berbagai pembahasan 

tentang korupsi, yaitu28 : 

1. Pengertian korupsi yang berpusat pada kantor publik (public office-centered 

corruption) yang didefinisikan sebagai tingkah laku dan tindakan seseorang 

pejabat publik yang menyimpang dari tugas-tugas publik formal untuk 

mendapatkan keuntungan pribadi atau keuntungan bagi orang-orang tertentu 

yang berkaitan erat dengannya, seperti keluarga, karib kerabat dan teman. 

Pengertian itu seperti terlihat, juga mencakup kolusi dan nepotisme, 

pemberian patronase lebih karena alasan hubungan kekeluargaan (ascriptive) 

daripada merit. 

2. Pengertian korupsi yang berpusat pada dampak korupsi terhadap kepentingan 

umum (public interest-centered). Dalam kerangka ini, korupsi dapat 

dikatakan telah terjadi jika seseorang pemegang kekuasaan atau fungsionaris 

pada kedudukan publik yang melakukan tindakan-tindakan tertentu dari 

orang-orang yang akan memberikan imbalan (bisa uang atau benda berharga 

lainnya), sehingga dengan demikian merusak kedudukannya dan kepentingan 

publik. 

27 Andiry Hakim Siregar, Skripsi Penanganan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana 
Pencucian Uang dari Hasil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Studi Kasus L/C Fiktif BNI 46), 
Universitas Sumatera Utara, Medan, 2007, hlm. 13. 

28 Munawar Fuad Noeh, Kiai di Republik Maling, Republika, Jakarta, 2005, hlm. 2. 
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3. Pengertian korupsi yang berpusat pada pasar (market-centered) berdasarkan 

analisis tentang korupsi yang menggunakan teori pilihan publik dan sosial 

dan pendekatan sosial dan ekonomi di dalam kerangka analisis politik. Dalam  

kerangka ini, maka korupsi adalah lembaga ekstra legal yang digunakan 

individu-individu atau kelompok-kelompok untuk mendapatkan pengaruh 

terhadap kebijakan dan tindakan birokrasi. Karena itu eksistensi korupsi jelas 

mengindikasi, hanya individu dan kelompok yang terlibat dalam proses 

pembuatan keputusan yang lebih mungkin melakukan korupsi dari pada 

pihak-pihak lain. 

Beberapa bentuk tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut : 

1. Penyuapan (bribery), mencakup tindakan memberi dan menerima suap, baik 

berupa uang maupun barang. 

2. Embezzlement, merupakan tindakan penipuan atau pencurian sumber daya 

yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang mengelola sumber daya 

tersebut, baik berupa dana public atau sumber daya alam tertentu. 

3. Fraud, merupakan suatu tindakan kejahatan ekonomi yang melibatkan 

penipuan. Termasuk di dalamnya proses manipulasi atau mendistorsi 

informasi dan fakta dengan tujuan mengambil keuntungan-keuntungan 

tertentu. 

4. Extortion, merupakan tindakan meminta uang atau sumber daya lainnya 

dengan cara paksa atau disertai dengan intimidasi-intimidasi tertentu oleh 

pihak yang memiliki kekuasaan. Lazimnya dilakukan oleh mafia-mafia lokal 

dan regional. 
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5. Favouritism, merupakan mekanisme penyalahgunaan kekuasaan yang 

berimplikasi pada tindakan privatisasi sumber daya. 

6. Melanggar hukum yang berlaku dan merugikan negara 

7. Serba kerahasiaan, meskipun dilakukan secara kolektif atau korupsi 

berjamaah. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 

tentang Pemberantasan Korupsi membagi korupsi menjadi beberapa jenis sebagai 

berikut : 

1. Kerugian keuangan negara 

Kerugian negara bisa masuk dalam arti delik formil yang unsur “dapat 

merugikan keuangan negara”. Seharusnya diartikan merugikan negara dalam 

arti langsung maupun tidak langsung. Dalam logika, suatu tindakan otomatis 

dapat dianggap merugikan keuangan negara apabila tindakan tersebut 

berpotensi menimbulkan kerugian negara. 

2. Suap-menyuap 

Jenis korupsi ini adalah korupsi yang pemberi dan penerimanya juga 

mendapat hukuman. 

3. Penggelapan dalam jabatan 

Penggelapan dalam jabatan akan seperti orang yang merasa memiliki barang 

orang lain, namun tidak merasa. Banyak orang yang sudah punya jabatan lupa 

akan barang-barang dari negara yang mereka pakai 
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4. Pemerasan 

Pemerasan adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pegawai 

negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri 

sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan 

kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau 

menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi 

dirinya sendiri. 

5. Perbuatan curang 

Perbuatan curang secara gamblang dituang dalam Pasal 7 Undang-Undang 

Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 

tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi yang bunyinya sebagai berikut : 

“(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling 

lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 

(seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima 

puluh juta rupiah) : (a) pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat 

bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan 

bahan bangunan, melakuakn perbuatan curang yang dapat membahayakan 

keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dlam keadaan perang; 

(b) setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan 

bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana 

dimaksud dimaksud dlam huruf a; (c) setiap orang yang pada waktu 

menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau 

Kepolisisan Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang 

dapat membahayakan keselamatan negaradalam keadaaan perang; atau (d) 
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setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara 

Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan 

sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c. 

(2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang 

menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau 

Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan 

pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)” 

6. Gratifikasi 

Gratifikasi adalah proses dimana memberikan hadiah sebagai suap atau 

sebagai pelican dalam kewenangan. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri 

atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan 

dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya 

dengan ketentuan. 

 

2.4.  Tinjauan Umum Pembangunan Balai Benih Induk (BBI) 

Balai Benih Induk adalah satuan/unit kerja milik Pemerintah Propinsi atau 

Pemerintah Kabupaten/Kota yang memproduksi dan menyebarluaskan benih 

bermutu varietas unggul yang meliputi komoditas tanaman pangan dan atau 

hortikultura.29 

Balai  benih  Induk  Kabupaten  mempunyai  kedudukan  sebagai  Unit  

Pelaksana  Teknis (UPT) Balai Benih Induk (BBI) yang dipimpin oleh seorang 

Kepala UPT yang berada di bawah dan  bertanggung  jawab  kepada    kepala  

29 Bab I Keputusan Menteri Pertanian Nomor 347/Kpts/OT.210/6/2003 tentang 
Pedoman Pengelolaan Balai Benih Tanaman Pangan dan atau Hortikultura, Op.Cit. 
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Dinas  Pertanian, Perternakan, Perkebunan, dan Kehutanan  Kabupaten. Balai  

Benih  Induk Kabupaten berfungsi untuk :30 

1) Menyusun bahan kebijakan operasional UPT Balai Benih Induk (BBI). 

2) Menyusun perencanaan  operasional  UPT  BBI. 

3) Melaksanakan  pembinaan  koordinasi,  monitoring  dan evaluasi  pelaksanaan 

kegiatan  operasional  UPT  BBI.  

Tugas  yang  dilakukan  BBI Kabupaten yaitu :  

1. Menyusun rencana kerja, melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait 

dalam rangka uji  coba  teknologi. 

2. Menyelenggarakan  penangkaran  benih,  memproduksi  dan mengembangkan 

benih bermutu serta menyalurkan benih ke masyarakat. 

3. Memelihara sarana dan prasarana pertanian dan perkebunan, menyelenggarakan  

bimbingan  penerapan  uji  coba terhadap benih dan melaksanakan identifikasi 

benih bermutu. 

4. Memperbanyak, menyalurkan benih dan mengembangkan benih unggul. 

 Pembiayaan oprasional Balai Benih bersumber dari dana APBD, dengan 

kemungkinan dukungan dana APBN, atau melalui kerjasama oprasional (KSO) 

dengan pihak ketiga (Koprasi, BUMN/BUMD, swasta) sesuai peraturan 

perundangan, sehingga mampu berkembang secara mandiri dan 

berkesinambungan.31 

 

 

30https://www.researchgate.net/publication/285591230_KERAGAAN_KINERJA_DAN_KA
PASITAS_BALAI_BENIH_INDUK_BBI_DALAM_PENYEDIAAN_BENIH_PADI_DI_PROVINSI_BANTEN 
di akses pada tanggal 9 Februari 2019 pukul 12:05 WIB. 

31 Bab I Keputusan Menteri Pertanian Nomor 347/Kpts/OT.210/6/2003 tentang 
Pedoman Pengelolaan Balai Benih Tanaman Pangan dan atau Hortikultura, Op.Cit. 
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2.5. Tinjauan Umum Kabupaten Nias Selatan  

Kabupaten Nias Selatan adalah salah satu kabupaten di Sumatera Utara 

yang terletak di pulau Nias. Penduduknya berjumlah 457.757 jiwa (Januari 

2015).32 

Nias Selatan sebelumnya adalah bagian dari Kabupaten Nias. Status 

otonom diperoleh pada 25 Februari 2003 dan diresmikan pada 28 Juli 2003. 

Kabupaten ini terdiri dari 104 gugusan pulau besar dan kecil. Letak pulau- pulau 

itu memanjang sejajar Pulau Sumatera. Panjang pulau-pulau itu lebih kurang 60 

kilometer, lebar 40 kilometer. 

Dari seluruh gugusan pulau itu, ada empat pulau besar, yakni Pulau Tanah 

Bala (39,67 km²), Pulau Tanah Masa (32,16 km²), Pulau Tello (18 km²), dan 

Pulau Pini (24,36 km²). Tidak seluruh pulau berpenghuni. Masyarakat Nias 

Selatan tersebar di 21 pulau dalam delapan kecamatan. 

Pada 28 Maret 2005, gempa melanda kepulauan Nias dengan kekuatan 8,7 

skala Richter yang melumpuhkan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di 

daerah tersebut. Dari data bupati Nias Selatan, tercatat sejumlah 5.845 rumah 

warga hancur, juga 274 tempat ibadah, 20 perkantoran, dan 217 bangunan sekolah 

di kabupaten Nias Selatan. Sejumlah 138 orang meninggal dunia. 

2.6. Kerangka Teori 

Kerangka teori adalah suatu model yang menerangkan bagaimana 

hubungan suatu teori dengan fakto-faktor penting yang telah diketahui dalam 

suatu masalah tertentu. Teori adalah seperangkat preposisi yang sintaksis 

(mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis atau dengan data 

32 https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Nias_Selatan#Pemerintahan, Op.cit, di akses 
pada tanggal 12 februari 2019 pukul 20:00 WIB. 
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dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan 

menjelaskan fenomena yang diamati.33 

 

2.5.1. Teori Penegakan Hukum 

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan 

menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum 

guna menjamin penataan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan tersebut oleh 

pejabat yang berwenang. Sedangkan menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum 

adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu 

pikiran-pikiran badan pembuat peraturan perundang-undangan yang dirumuskan 

dalam peraturan perundang-undangan hukum) menjadi kenyataan.34 

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan 

menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang 

baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara dan 

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Keberhasilan penegakan hukum 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga 

dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-

faktor ini saling berkaitan dengan eratnya, merupakan esensi serta tolak ukur dari 

efektivitas penegakan hukum.35 

Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut36 : 

1. Hukum (peraturan perundang-undangan). 

33 L. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, 
hlm. 34-35 

34 Satjipto Raharjo, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 24. 
35 Ray Pratama Siadari, Teori Penegakan Hukum, sebagaimana dimuat dalam 

http://raypratama.blogspot.com/2015/04/teori-penegakan-hukum.html?m=1, diakses pada tanggal 
2 Juni 2018 pukul 21:14 WIB. 

36 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja 
Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm. 5. 
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2. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan 

hukum. 

3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 

4. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan. 

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan 

pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 

Fungsi hukum di dalam suatu negara berkembang, tidak hanya sebagai alat 

kontrol sosial atau sarana untuk menjaga stabilitas semata, akan tetapi juga 

sebagai alat untuk melakukan pembaharuan atau perubahan di dalam suatu 

masyarakat, sebagaimana disebutkan oleh Roscoe Pound salah seorang tokoh 

Sosiological Jurisprudence, Politik Hukum Pidana (Kebijakan Hukum Pidana) 

sebagai salah satu usaha dalam menanggulangi kejahatan dalam penegakan 

hukum pidana yang rasional. Penegakan hukum pidana tersebut terdiri dari tiga 

tahap yaitu sebagai berikut37 : 

1. Tahap Formulasi 

Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh 

badan pembentuk perundang-undangan. Dalam tahap ini pembentuk undang-

undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan 

dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya 

dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil 

perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat 

keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat disebut juga dengan tahap kebijakan 

legislatif. 

37 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra 
Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 173. 
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2. Tahap Aplikasi 

Tahap ini adalah tahap penegakan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak 

hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini 

aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-

undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. 

Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang 

teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini juga dapat disebut 

tahap yudikatif. 

3. Tahap Eksekusi 

Tahap eksekusi adalah tahap penegakan hukum pidana secara konkret oleh 

aparat pelaksana pidana. Dalam  tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas 

menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-

undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. 

Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada 

peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk 

undang-undang dan nilai-nilai keadilan serta daya guna. 

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu 

usaha atau proses yang rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan 

tertentu. Cita hukum bangsa dan negara Indonesia adalah pokok-pokok pikiran 

yang terkandung dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 

tahun 1945, untuk membangun negara yang merdeka, bersatu dan berdaulat, adil 

dan makmur. Cita hukum itulah Pancasila.38 

 

38 Roeslan Saleh, Pembinaan Cita Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional, Karya Dunia 
Pikir, Jakarta, 1996, hlm. 15. 
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2.5.2. Teori Pemidanaan Retributif 

Pidana berasal dari kata straf dalam bahasa Belanda yang artinya adalah 

suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja diberikan atau dijatuhkan kepada 

seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Hukum 

pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. 

Sanksi pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. 

Penambahan penderitaan ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum 

pidana dengan hukum yang lainnya. 39 

Pemidanaan adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman 

atau sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana berupa : 

1. Kejahatan (rechtsdelict) 

Meskipun perbuatan tersebut tidak dirumuskan sekalipun dalam undang-

undang menjadi suatu tindak pidana, tetapi orang tetap menyadari perbuatan 

tersebut adalah kejahatan dan patut dipidana. 

2. Pelanggaran (wetsdelict) 

Masyarakat baru menyadari hal tersebut merupakan tindak pidana karena 

perbuatan tersebut tercantum dalam undang-undang. Contoh : mabuk 

ditempat umum (pasal 492 atau 536 KUHP). 

Menurut Satochid Kartanegara hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau 

penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang 

yang melanggar suatu norma yang ditentukan, dan siksaan atau penderitaan itu 

dengan keputusan hakim diberikan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu.40  

39 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, 
Bandung, 1992, hlm. 1 

40 Satochid Kartanegara, Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II, PTIK, Jakarta, 
1954, hlm. 275-276 
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Dalam dunia hukum pidana, berkembang beberapa teori tentang tujuan 

pemidanaan yaitu teori absolut (retributif), teori relatif (deterrence/utilitarian) dan 

teori penggabungan (integratif). Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan 

beberapa aspek sasaran yang hendak dicapai dalam penjatuhan pidana. Selain tiga 

teori besar tersebut, terdapat juga beberapa sistem baru seperti contohnya sistem 

pemidanaan treatment dan social defence.41 

Teori pemidanaan pembalasan atau imbalan (vergfalden) ataupun teori 

retributif. Teori ini memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas 

kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada 

kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena pelaku harus menerima sanksi 

demi kesalahannya. 

Dasar dari suatu hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena 

kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya 

pelaku harus diberi penderitaan. Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, 

tidak boleh tidak, dan tanpa tawar menawar. Tuntutan keadilan yang sifatnya 

absolut ini terlihat dari pendapat Imanuel Kant dalam bukunya Filosophy of Law, 

bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk 

mempromosikan tujuan lain, baik bagi pelaku maupun bagi masyarakat.42 

Teori ini tidak melihat akibat-akibat yang timbul dengan dijatuhkannya 

pidana dan tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan 

sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan. Penjatuhan pidana pada dasarnya 

penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat tersebut telah membuat 

41 Dwidja Priyanto, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, PT Rafika 
Aditama, Bandung, 2009, hlm. 22 

42 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.Cit, hlm. 11  
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penderitaan bagi orang lain. Menurut Hegel, pidana merupakan keharusan logis 

sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. 43 

Mengenai teori pembalasan ini, Andi Hamzah mengemukan pendapatnya 

sebagai berikut44 : 

“Teori pembalasan menyatakan bahwa tindak pidana tidaklah bertujuan 
untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah 
yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara 
mutlak ada karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan 
manfaat penjatuhan pidana”. 
 
Menurut Karl O Christiansen teori ini memiliki  beberapa ciri-ciri pokok 

atau karakteristik sebagai berikut45 : 

1. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan. 

2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-

sarana untuk tujuan lainnya misalnya untuk kesejahteraan masyarakat. 

3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana. 

4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si penjahat. 

5. Pidana melihat ke belakang merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya 

tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si 

penjahat. 

Menurut Nigel Walker, para penganut teori absolut dapat dibagi menjadi 

beberapa golongan yaitu46 : 

1. Penganut teori retributif murni (the pure retributivist) yang berpendapat 

bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan penjahat 

43Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana (Kajian 
Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi), Pustaka Pelajar, Jakarta, 2005, hlm. 90 

44 Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 
1985, hlm. 26 

45 Dwidja Priyanto, Op.Cit, hlm. 26 
46 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.Cit, hlm. 12-13 
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2. Penganut teori retributif tidak murni yang dapat pula dibagi menjadi : 

a. Penganut teori retributif terbatas (the limiting retributivist) yang berpendapat 

bahwa pidana tidak harus cocok dengan kesalahan, hanya saja tidak boleh 

melebihi batas yang cocok dengan perbuatannya. 

b. Penganut teori retributif yang distributif (retribution in distribution) atau 

yang sering disingkat dengan sebutan teori distributive berpendapat bahwa 

pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi pidana 

juga tidak harus cocok dan dibatasi oleh kesalahan. 

 

2.5. Hipotesis 

1. Penegakan hukum tindak pidana korupsi menurut Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 20 tahun 2001 adalah telah tertuang secara gamblang pasal 

perpasal dalam peraturan perundang-undangan ini. 

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor : 116/Pid.Sus-

TPK/2014/Pn.Mdn adalah dengan mempertimbangkan hal-hal yang 

memberatkan dan yang meringankan, mempertimbangkan tidak adanya 

alasan pemaaf dan alasan pembenar, serta memperhatikan Pasal 2 ayat (1) 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan 

Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.1.1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum 

normatif yang didukung dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum normatif 

adalah penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku meliputi Undang-

Undang yang mempunyai relevansi dengan permasalahan sebagai bahan hukum 

sumbernya.Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni 

dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen 

lain yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini.47 

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, 

buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan. Data sekunder ini terdiri 

dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu 

dapat sebagai berikut48 : 

1. Bahan Hukum Primer  

Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan mengikat terhadap permasalahan yang akan diteliti. Adapun peraturan 

yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:  

a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. 

b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana. 

47http://digilib.unila.ac.id/525/8/BAB%20III.pdf, diakses pada tanggal 13 Pebruari 2018, 
pada pukul 01.29 WIB. 

48Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2004, hlm. 12 
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c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme. 

d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

e. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan 

Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti perundang-undangan, literatur, 

jurnal, pendapat para ahli, media massa, dan lain sebagainya yang berkaitan 

dengan permasalahan dalam penelitian ini. 

3. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan terhadap data hukum sekunder seperti kamus, 

ensiklopedia, dan website maupun sumber hukum lainnya yang sejenis ataupun 

berhubungan dengan penelitian ini. 

 

3.1.2. Sifat Penelitian 

Rancangan penelitian skripsi ini bersifat penelitian deskriptif analitis yaitu 

analisis data yang dilakukan tidak keluar dari lingkup permasalahan 

danberdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk 
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menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau 

hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.49 

 

3.1.3. Lokasi Penelitian 

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini 

penulis mengadakan penelitian langsung ke Pengadilan Negeri Medan yang 

beralamat di Jalan Pengadilan No.8, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan 

Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara, dengan mengambil putusan perkara 

nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mdn. 

 

3.1.4. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dilakukan pada bulan April 2018 dengan mengambil 

putusan ke Pengadilan Negeri Medan. Penelitian dipaparkan dalam tabel sebagai 

berikut: 

No Kegiatan 
Jan-2018 Apr-2018 Agustus-2018 April-2019 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1. 
Pengajuan 

Judul 

                

2. 
Penyusunan 

Proposal 

                

3. 

Seminar 

Proposal 

Skripsi  

                

49Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian  Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, 
Jakarta, 2006, hlm..38. 
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4.  

Seminar Hasil 

Penyempurnaan 

Skripsi 

                

5.  
Ujian Meja 

Hijau 

                

 

3.2. Teknik Pengumpulan Data 

Penulis telah berupaya untuk mengumpulkan data-data guna melengkapi 

kesempurnaan pembahasan skripsi ini, dimana penulis memepergunakan metode 

penelitian dengan cara sebagai berikut: 

1. Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Metode ini dilakukan dengan membaca beberapa litertur berupa buku-buku 

ilmiah, peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber teoritis ilmiah 

yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi 

kasus pembangunan Balai Benih Induk di Kabupaten Nias Selatan. 

2. Metode Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu dengan melakukan 

penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini penelitian langsung melakukan 

ke Pengadilan Negeri Medan dengan cara melakukan pengambilan putusan 

nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mdn. 

 

3.3. Analisis Data 

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan dan 

mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat 

ditemukan tema dan dapat dirumuskan suatu hipotesis kerja seperti yang 

35 
 

------------------------------------------------------ 
 © Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 
------------------------------------------------------ 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan Penulisan Karya Ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA

13/9/19UNIVERSITAS MEDAN AREA



disarankan oleh data. Analisis data pada hakekatnya dalam penelitian hukum 

artinya untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. 

Oleh karena itu,sesuai metode penulisan data yang sesuai dengan 

penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif, 

yaitu analisis data mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari 

kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu dengan menggabungkan antara 

peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan penegakan 

hukum terhadap tindak pidana korupsi pembangunan Balai Benih Induk di 

Kabupaten Nias Selatan putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mdn, 

kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga mendapat suatu pemecahannya, 

sehingga ditarik kesimpulan. 

Rangkaian kegiatan analisis data inilah yang diperlukan dalam penelitian 

penulis adalah sebagai berikut: semua data yang telah diperoleh terlebih dahulu 

diolah agar dapat memberikan gambaran yang sesuai kebutuhan, kemudian 

dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, dimana data-data yang 

diperlukan guna menjawab permasalahan, baik data primer maupun data 

sekunder, dikumpulkan untuk kemudian diseleksi, dipilah-pilah berdasarkan 

kualitas dan relevansinya untuk kemudian ditentukan antara data yang penting dan 

data yang tidak penting untuk menjawab permasalahan. Dipilih dan 

disistematisasi berdasar kualitas kebenaran sesuai dengan materi penelitian, untuk 

kemudian dikaji melalui pemikiran yang logis induktif, sehingga akan 

menghasilkan uraian yang bersifat deskriptif, yaitu uraian yang menggambarkan 

permasalahan serta pemecahannya secara jelas dan lengkap berdasarkan data-data 

yang diperoleh dari penelitian sehingga hasil analisis tersebut diharapkan dapat 
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menjawab permasalahan yang diajukan. Setelah analisi data selesai maka hasilnya 

kemudian akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan 

menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.50 Dari 

hasil tersebut ditariklah kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan 

yang diangkat dalam penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50H.B. Sutopo, Metodelogi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II, UNS Press, Surakarta, 
2002, hlm. 37. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi 

Banyak faktor-faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan suatu 

tindak pidana atau kejahatan. Secara umum faktor penyebab seseorang melakukan 

suatu tindak pidana terdiri dari dua faktor, yaitu faktor internal (faktor dari dalam 

diri orang itu sendiri) dan faktor eksternal (faktor dari luar diri orang tersebut). 

Faktor internalnya dapat berupa lemahnya keimanan dan faktor eksternalnya 

karena lemahnya ekonomi misalnya. 

Faktor penyebab terjadinya suatu tindak pidana dalam tindak pidana 

korupsi adalah juga terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor-faktor 

tersebut adalah sebagai berikut51 : 

A. Faktor Internal 

Faktor internal sangat berhubungan dengan perilaku manusia karena 

berasal dari diri manusia dan mengarah pada sifat yang dimiliki manusia yaitu 

diantaranya : 

1. Sifat tamak manusia 

Sifat tamak atau rakus adalah sifat yang dimiliki manusia yang selalu kurang 

atas apa yang dimilikinya atau kurangnya rasa syukur. Seseorang yang 

memiliki sifat tamak selalu mempunyai hasrat dalam dirinya untuk 

menambah harta dan kekayaan yang bisa membuat dirinya melakukan 

tindakan yang dinamakan korupsi. 

 

51 http://blog.unnes.ac.id/itsnarizqiistiqomah/2017/12/02/faktor-penyebab-korupsi/ 
diakses pada 15 Agustus 2018 pukul 19:32 WIB. 
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2. Moral yang kurang kuat 

Seseorang yang memiliki sifat kurang konsisten atau moralnya yang kurang 

kuat akan lebih mudah melakukan tindakan korupsi, baik pengaruh yang 

berasal dari luar, dari dalam dirinya, atasan atau bawahan. 

3. Gaya hidup yang konsumtif 

Gaya hidup konsumtif sangat berhubungan dengan pendapatan seseorang, 

jika pendapatan seseorang lebih kecil dari gaya hidup tersebut, maka tidak 

menutup kemungkinan orang tersebut melakukan korupsi karena pendapatan 

yang tidak seimbang dengan apa yang telah dikonsumsinya. 

B. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal penyebab terjadinya tindak pidana korupsi lebih condong 

terhadap pengaruh dari luar, diantaranya : 

1. Politik 

Politik merupakan suatu faktor yang didalamnya banyak kekurangan mulai 

bawahan sampai atasan dalam setiap organisasi politik banyak orang yang 

bermain-main yang tidak jujur di dalamnya. Orang-orang yang suka 

melakukan kompromi dari situlah muncul tindakan korupsi yang biasanya 

bersifat tertutup. 

2. Ekonomi 

Di dalam ekonomi setiap orang mengenal pendapatan dan pembukuan dan 

apabila pendapatan lebih rendah dari pada kebutuhan maka seseorang akan 

melakukan segala cara yang di dalamnya terdapat suatu tindakan korupsi. 

 

 

39 
 

------------------------------------------------------ 
 © Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 
------------------------------------------------------ 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan Penulisan Karya Ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA

13/9/19UNIVERSITAS MEDAN AREA



3. Hukum 

Di dalam suatu hukum dapat terjadi korupsi, karena banyak orang yang 

tersusun secara struktural yang mampu memunculkan permainan-permainan 

curang, aturan yang berada di dalam hukum tidak semuanya berjalan murni, 

tetapi ada manipulasi di dalamnya tanpa sepengetahuan banyak orang. 

Hukum akan secara mudah dipermainkan oleh siapa saja yang di dalamnya 

baik pakar hukum, ataupun ahli hukum yang lain, sehingga tidak menutup 

kemungkinan terjadi tindakan korupsi.  

4. Organisasi 

Faktor organisasi terdapat lima bagian yaitu : 

a. Kurangnya sikap keteladanan pemimpin 

Posisi pemimpin dalam suatu lembaga formal maupun informal mempunyai 

pengaruh penting bagi bawahannya. Apabila pemimpin tidak bisa 

memberikan keteladanan yang baik di hadapan bawahannya, misalnya 

berbuat korupsi, maka kemungkinan besar bawahannya akan mengambil 

kesempatan yang sama dengan atasannya. 

b. Tidak ada kultur organisasi yang benar 

Kultur organisasi memiliki pengaruh yang kuat terhadap anggotanya. Apabila 

kultur organisasi tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan berbagai 

situasi tidak kondusif. 

c. Kurang memadainya sistem akuntabilitas 

Institusi pemerintahan umumnya belum dirumuskan dengan jelas satu sistem 

akuntabilitas. Akibatnya, terhadap instansi pemerintah sulit melakukan 

penilaian. 
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d. Kelemahan sistem pengendalian manajemen 

Pengendalian manajemen merupakan salah satu syarat bagi tindak 

pelanggaran korupsi. Semakin longgar atau lemah pengendalian manajemen 

sebuah organisasi akan semakin terbuka perbuatan tindak pidana korupsi 

anggota di dalamnya. 

e. Lemahnya pengawasan 

Secara umum pengawasan terbagi menjadi dua, yaitu pengawasan internal 

(pengawasan fungsional dan pengawasan langsung pimpinan) dan 

pengawasan eksternal (pengawasan dari legislatif dan masyarakat). 

Pengawasan ini kurang bisa efektif karena beberapa faktor diantaranya 

adanya tumpang tindih pengawasan pada berbagai instansi, kurangnya 

profesional pengawas serta kurangnya kepatuhan pada etika hukum maupun 

pemerintahan oleh pengawas itu sendiri. 

 

4.2. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat), dalam 

memberantas korupsi telah melakukan berbagai upaya strategis dengan 

mengeluarkan beberapa produk hukum, berupa peraturan perundang-undangan 

pemberantasan tindak pidana korupsi hingga saat ini : 

1. Peraturan Penguasa Perang dari Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 

1950 No. Prt/Peperpu/013/1958 dan dari Kepala Staf Angkatan Laut tanggal 

17 April 1958 No. Prt/Z.1/I/7 yang kemudian dinyatakan sebagai Peraturan 
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Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 tahun 1960 tentang 

Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi; 

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1960 

(Lembaran Negara Nomor 3 tahun 1961) telah menetapkan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 tahun 1960 itu menjadi 

Undang-Undang Nomor 24 Prp tahun 1960 tentang Undang-Undang Anti 

Korupsi 

3. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi; 

4. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi; 

5. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi; dan 

6. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 

Korupsi. 

Tantangan dinamika peristiwa hukum yang terjadi khususnya di Indonesia, 

merupakan tantangan negara dalam kedudukannya sebagai negara hukum. 

Dinamisasi konseptual, penerapan maupun penegakan hukum, merupakan 

elemen-elemen sistem hukum yang secara terus menerus untuk disikapi, guna 

mewujudkan kedudukan hukum di negara hukum dan bermanfaat bagi 

kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. 

Pada hukum yang responsif, keabsahan hukum didasarkan pada keadilan 

substantif dan aturan-aturan tunduk pada prinsip dan kebijaksanaan. Dikresi 
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dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan. Paksaan lebih Nampak dalam bentuk 

alternatif positif seperti insentip positif atau sistem kewajiban mandiri. Moralitas 

yang terlihat adalah “moralitas kerja sama”, sementara aspirasi-aspirasi hukum 

dan politik berada dalam keadaan terpadu. Ketidakadilan dinilai dalam ukuran dan 

kerugian-kerugian substantif dan dipandang sebagai tumbuhnya masalah 

legitimasi. Kesempatan untuk berintegrasi diperluas melalui integrasi bantuan 

hukum dan bantuan sosial.52 

Soerjono Soekanto bahwa agar hukum itu berfungsi dimasyarakat 

diperlukan adanya keserasian antara empat faktor, yakni pertama, adanya 

sinkronisasi yang sistematis diantara kaidah-kaidah hukum atau peraturan baik 

secara vertikal maupun horizontal sehingga tidak bertentangan satu sama lain; 

kedua, pelaksana penegak hukum mempunyai pedoman yang jelas tentang 

kewenangannya dalam menjalankan tugas, sekaligus kualitas kepribadian petugas 

untuk melaksanakan dan menaati peraturan yang diberlakukan; ketiga, derajat 

kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum sangat mempengaruhi pelaksanaan 

hukum. Derajat kepatuhan hukum ini dipengaruhi dari proses pembuatan hukum. 

Keempat, fasilitas atau sarana pendukung pelaksanaan hukum harus memadai 

secara serius.53 

Satjipto Rahardjo merumuskan penegakan hukum sebagai suatu proses 

untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Kondisi 

hukum masih menjadi pekerjaan rumah, bagi bangsa Indonesia agar dapat 

diterima di negerinya sendiri “pelaku korupsi dan mafia hukum” sebuah kalimat 

yang menjadi polemik bagi anak bangsa dalam menegakkan hukum di negaranya 

52 Faisal Santiago, Jurnal Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Penegak 
Hukum untuk Terciptanya Ketertiban Hukum, Op.Cit, hlm. 35. 

53 Loc.Cit. 
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seperti apa yang telah diungkapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ada tiga 

hal yang terlibat dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi yaitu 

sebagai berikut54 : 

1. Unsur pembuat peraturan perundang-undangan; 

2. Unsur aparat penegak hukum; 

3. Unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial. 

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi jika dianalisis dengan 

proses penegakan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo adalah 

sebagai berikut : 

1. Unsur pembuat peraturan perundang-undangan 

Dalam unsur ini, para pembuat undang-undang telah menetapkan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penegakan hukum tindak 

pidana korupsi. Peraturan yang terbaru adalah Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 telah secara 

gamblang mengatur tentang segala jenis praktek-praktek korupsi di Indonesia. 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1991, ditemukan 

Pasal yang masih mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 

tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan 

dalam perubahannya sudah mengatur secara lebih eksplisit. 

 

54 Satjipto Rahardjo, Op.Cit, hlm.4-5. 
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2. Unsur aparat penegak hukum 

Unsur aparat penegak hukum dalam penegakan hukum tindak pidana 

korupsi adalah Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan dan Pengadilan, serta 

Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 

mengatur tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang kemudian dituangkan 

dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 

Korupsi. 

3. Unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial 

Unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial adalah 

mengenai partisipasi masyarakat terhadap penegakan hukum tindak pidana 

korupsi serta kesadaran dari tiap pribadi maupun korporasi untuk tidak melakukan 

tindak pidana korupsi. Masyarakat dalam hal ini harus juga turut serta dalam 

pemberantasan tindak pidana korupsi. 

Penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia yang dituangkan 

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 

tentang Pemberantasan Korupsi merupakan representasi dari 3 unsur penegakan 

hukum, yaitu unsur pembuat undang-undang (membuat undang-undang ini), unsur 

aparat penegak hukum yaitu undang-undang ini juga mengatur tentang aparat 

penegak hukum misalnya dengan adanya Komisi Pemberantasan Korupsi dan 

unsur lingkungan masyarakat yaitu dengan mengatur partisipasi masyarakat dalam 

pemberantasan korupsi di Indonesia. 

Penulisan penelitian ini menggunakan dua teori hukum, yaitu teori 

penegakan hukum dan teori pemidanaan retributif. Berikut ini hasil analisis antara 
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penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan dua teori hukum 

tersebut : 

A. Teori Penegakan Hukum 

Dalam penegakan hukum terdapat tiga tahap yaitu tahap formulasi, tahap 

aplikasi dan tahap eksekusi. Berikut ini pengaplikasian tiga tahap tersebut ke 

dalam penegakan hukum : 

1. Tahap Formulasi 

Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh 

badan pembentuk perundang-undangan. Dalam tahap ini pembentuk undang-

undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan 

situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam 

bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-

undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya 

guna. Tahap ini dapat disebut juga dengan tahap kebijakan legislatif. 

Dalam penegakan tindak pidana korupsi, tahap ini adalah tahap 

pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak 

pidana korupsi. Pada tahap ini pejabat pembuat peraturan perundang-undangan 

merumuskan akibat-akibat pembiaran tindak pidana korupsi, memilih nilai-nilai 

dari pemberantasan korupsi serta mengikuti dan memprediksi nilai-nilai di masa 

yang akan datang. Beberapa produk tahap formulasi ini adalah misalnya Undang-

Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
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2. Tahap Aplikasi 

Tahap ini adalah tahap penegakan hukum pidana oleh aparat-aparat 

penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap 

ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-

undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam 

melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai 

keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini juga dapat disebut tahap yudikatif. 

Penegakan hukum tindak pidana korupsi pada tahap aplikasi ini adalah 

tahap aparat-aparat penegak hukum. Dalam penegakan tindak pidana korupsi, 

Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Korupsi memerintahkan agar dibentuk lembaga berbentuk komisi yang khusus 

bertugas dalam penegakan hukum dan atau pemberantasan korupsi yaitu Komisi 

Pemberantasan Korupsi yang kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 

tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. 

Penegak hukum dalam tindak pidana korupsi bertambah satu yaitu KPK 

selain advokat, lembaga kehakiman, lembaga kejaksaan dan lembaga kepolisian. 

Tahap aplikasi berjalan ketika produk peraturan perundang-undangan telah selesai 

dibuat dan dijalan oleh para lembaga tersebut baik secara preventif maupun 

represif. Pada tahap preventif dapat berupa penyuluhan hukum maupun advokasi 

tentang busuknya korupsi dan pada tahap represif yaitu mulai dari tahap 

penyelidikan hingga pemeriksaan perkara korupsi di persidangan. 

3. Tahap Eksekusi 

Tahap eksekusi adalah tahap penegakan hukum pidana secara konkret oleh 

aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas 
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menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang 

melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat 

pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan 

perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang 

dan nilai-nilai keadilan serta daya guna. 

Tahap ini adalah tahap eksekusi dari putusan pengadilan terhadap pelaku 

tindak pidana korupsi. Pada tahap ini, aparat penegak hukum yang bekerja adalah 

Lembaga Pemasyarakatan. Para koruptor dibina dan dimasyarakatkan kembali 

yaitu salah satu upaya penanggulangan tindak pidana korupsi yang merupakan 

bagian dari pemberantasan korupsi itu sendiri. 

B. Teori Pemidanaan Retibutif 

Teori ini tidak melihat akibat-akibat yang timbul dengan dijatuhkannya 

pidana dan tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan 

sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan. Penjatuhan pidana pada dasarnya 

penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat tersebut telah membuat 

penderitaan bagi orang lain. Menurut Hegel, pidana merupakan keharusan logis 

sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. 

Jika dilihat dari pengertian pemidanaan retributif tersebut, maka sistem 

pemidanaan yang sesuai untuk tindak pidana korupsi adalah pemidanaan 

retributif. Sistem ini sesuai karena kalimat “penjatuhan pidana pada dasarnya 

penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat tersebut telah membuat 

penderitaan bagi orang lain”. Diksi “orang lain” dalam tindak pidana korupsi 

adalah masyarakat luas yang menjadi korban secara tidak langsung (korban 

langsungnya adalah negara). Penderitaan yang ditimbulkan pelaku dirasakan oleh 
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orang banyak, bukan perseorangan seperti misalnya korban pembunuhan biasa, 

penipuan dan lain sebagainya. 

Korupsi adalah tindak pidana paling keji dalam berbangsa dan bernegara. 

Penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia haruslah ditegakkan 

setegak-tegaknya agar tercapai cita-cita bangsa yang tertuang dalam Pembukaan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu untuk 

memajukan kesejahteraan umum. 

 

4.3. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor : 

116/Pid.Sus-TPK/2014/Pn.Mdn 

Pemidanaan adalah suatu proses, sebelum proses itu berjalan, peranan 

hakim sangatlah penting. Hakim mengkonkretkan sanksi pidana yang terdapat 

dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana bagi terdakwa dalam kasus 

tertentu, misalnya kekerasan dalam rumah tangga. Hakim dalam menjatuhkan 

pidana sangatlah banyak hal-hal yang mempengaruhinya, yaitu yang bisa dipakai 

sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan putusan pemidanaan baik yang 

terdapat di dalam maupun di luar Undang-undang. 

Peranan hakim sebagai pihak yang memberikan sanksi pidana tidak 

mengabaikan hukum dan norma serta peraturan yang hidup dalam masyarakat. 

Hal ini diatur dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 

tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang 

menyatakan “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan 

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. 
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Putusan hakim merupakan putusan klimaks dari suatu perkara yang sedang 

diperiksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-

hal sebagai berikut :55 

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan 

perbuatan yang telah dituduhkan kepadanya. 

2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan terdakwa merupakan 

tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana. 

3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana. 

Hakim berbeda dengan pejabat hukum lain, karena seorang hakim harus 

benar-benar menguasai hukum sesuai dengan sistem yang dianut di Indonesia 

dalam pemeriksaan di suatu sidang pengadilan. Hakim harus aktif bertanya dan 

memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang tanpa atau didampingi 

Penasehat Hukum untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula Penuntut 

Umum. Semua itu dimaksudkan untuk menemukan kebenaran materil dan pada 

akhirnya hakimlah yang bertanggung jawab atas segala yang diputuskannya.56 

Ada lima hal yang menjadi tanggung jawab hakim yaitu57 : 

1. Justisial Hukum 

Putusan hakim yang dalam prakteknya memperhitungkan kemanfaatan doel 

matigheid perlu di-adil-kan. Makna dari hukum de zin van het recht terletak 

dalam gerechtigheid keadilan. Tiap putusan yang diambil dan dijatuhkan 

bersifat keadilan, sebab itu adalah tanggung jawab jurist yang terletak dalam 

justisialisasi hukum. 

55 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 74.. 
56 Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 101. 
57 Nanda Agung Dewantoro, Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu 

Perkara Pidana, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1987, hlm.149. 
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2. Penjiwaan Hukum 

Dalam hukum, recht doen tidak boleh merosot menjadi suatu adat yang 

hampa tanpa jiwa, melaikan senantiasa diresapi oleh jiwa untuk berhukum. 

Jadi hakim harus memperkuat hukum dan harus tampak sebagai pembela 

hukum dalam memberi putusan. 

3. Pengintegrasian Hukum 

Hakim perlu senantiasa sadar bahwa hukum dalam kasus tertentu merupakan 

ungkapan dari hukum pada umumnya. Oleh karena itu, putusan hakim pada 

kasus tertentu tidak hanya perlu diadilkan dan dijiwakan melainkan perlu 

diintegrasikan dalam sistem hukum yang sedang berkembang oleh 

perundang-undangan, peradilan dan kebiasaan. Perlu dijaga agar putusan 

hakim dapat diintegrasikan dalam hukum positif sehingga semua usaha 

berhukum senantiasa menuju ke pemulihan pada posisi asli restiturio in 

integrum. 

4. Totalitas Hukum 

Maksudnya adalah menempatkan hukum diseluruh bagian keputusan hakim 

dalam keseluruhan kenyataan. Hakim melihat dari dua segi hukum, di bawah 

hakim melihat dari kenyataan ekonomis dan sosial, sebaliknya di atas hakim 

melihat dari segi moral dan religi yang menuntut nilai-nilai kebaikan dan 

kesucian. Kedua tuntutan itu perlu dipertimbangkan oleh hakim dalam 

keputusan hukumnya, di saat itu juga segi sosial-ekonomis menuntut pada 

hakim agar keputusannya memperhitungkan situasi dan pengaruh kenyataan 

sosial-ekonomis. 
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5. Personalisasi Hukum 

Personalisasi hukum ini mengkhususkan keputusan pada personal atau 

kepribadian dari para pihak yang mencari keadilan dalam proses. Perlu 

diingat dan disadari bahwa mereka yang berperkara adalah manusia yang 

berkepribadian mempunyai keluhuran. Dalam personalisasi hukum ini 

muncullah tanggung jawab hakim sebagai pengayom. Hakim dituntut untuk 

bisa memberi pengayoman kepada manusia-manusia yang wajib dipandang 

sebagai pribadi yang mencari keadilan. 

Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik dan 

sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 kriteria dasar 

pertanyaan (The Four Way Test) berupa58 : 

1. Benarkah putusanku ini. 

2. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan. 

3. Adilkah bagi pihak-pihak putusan. 

4. Bermanfaatkah putusan ini. 

Pedoman pemberian pidana (strafftoemeting-leidraad) akan memudahkan 

hakim dalam menetapkan pemidanaannya, setelah terbukti bahwa terdakwa telah 

melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam daftar tersebut dimuat 

hal-hal bersifat subjektif yang menyangkut hal-hal yang di luar pembuat. Dengan 

memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih 

proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu.59 

Tahapan penjatuhan putusan oleh hakim menurut Moeljatno adalah60 : 

58 Lilik Mulyadi, Kekuasaan Kehakiman, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm. 136. 
59 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Op.Cit, hlm. 67. 
60 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 96. 
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1. Tahap menganalisis perbuatan pidana. Pada saat hakim menganalisis apakah 

terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer 

adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan tersebut sebagai bagian dalam 

rumusan suatu aturan pidana. 

2. Tahap menganalisis tanggung jawab pidana. Jika seorang terdakwa 

dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal 

tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan 

bertanggungjawab atas segala perbuatan pidana yang telah diperbuat olehnya. 

3. Tahap penentuan pemidanaan. Hakim akan menjatuhkan pidana bila unsur-

unsur telah terpenuhi dengan melihat pasal undang-undang yang dilanggar 

oleh terdakwa atau pelaku. 

Seorang hakim dalam menjatuhkan hukuman tidak boleh lebih rendah dari 

batas minimal dan tidak boleh lebih tinggi dari batas maksimal yang ditentukan 

dalam suatu peraturan perundang-undangan. Jika seorang hakim melakukan hal 

tersebut maka sebutan “Wakil Tuhan” telah ternodai karena sang hakim sendiri 

telah melanggar peraturan perundang-undangan. Hakim dalam mengadili haruslah 

sempurna dalam pengetahuan tentang hukum dan tidak berat sebelah atau 

memihak pada salah satu pihak. 

Menurut Mackenzie, teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh 

hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara yaitu61: 

1. Teori Keseimbangan 

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara 

syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan 

61 Ibid, hlm. 102. 
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kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan atau berkaitan dengan perkara 

tersebut. 

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi 

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari 

hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim akan 

menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku 

tindak pidana. Penjatuhan putusan, hakim akan menggunakan pendekatan 

seni, lebih ditentukan oleh insting atau intuisi daripada pengetahuan. 

3. Teori Pendekatan Keilmuan 

Titik tolak dari pendekatan keilmuan ini adalah pemikiran bahwa proses 

penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian 

khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka 

menjamin konsistensi dari putusan hakim. 

4. Teori Pendekatan Pengalaman 

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya 

dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari. 

5. Teori Ratio Decindendi 

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang radikal yang 

mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara. 

Kemudian mencari peraturan perundangan-undangan yang relevan dengan 

pokok perkara sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan. Serta 

pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk 

menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang 

berperkara. 
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6. Teori Kebijaksanaan 

Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat keluarga dan 

orang tua ikut bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik 

dan melindungi terdakwa, agar kelak menjadi manusia yang berguna. Hal ini 

juga dapat mencegah terdakwa mengulangi kesalahan atau kejahatan yang 

pernah diperbuatnya. 

Berdasarkan kasus putusan Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor : 

116/Pid.Sus-TPK/2014/Pn.Mdn, majelis hakim akan mempertimbangkan alasan 

pembenar atau alasan pemaaf bagi tindakan terdakwa. Hakim akan memutuskan 

dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut yang akan menghasilkan putusan 

yang berkekuatan hukum tetap. Sepanjang pemeriksaan yang dilakukan oleh 

majelis hakim tidak menemukan alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat 

melepaskan terdakwa dari hukuman dalam perkara ini. 

Terdakwa telah memenuhi syarat pemidanaan baik objektif maupun 

subjektif, sehingga terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan 

bersalah dalam melakukan tindak pidana turut serta melakukan korupsi. Hal ini 

mengakibatkan terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan 

perbuatannya. 

Selanjutnya hakim akan mempertimbangkan hukuman bagi si terdakwa 

dan selanjutnya untuk menentukan jumlah hukuman atau sanksi pidana penjara 

kepada terdakwa maka majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang 

meringankan dan memberatkan dalam putusan Pengadilan Negeri Medan dengan 

Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2014/Pn.Mdn sebagai berikut : 
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1. Hal-hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa tidak mendukung 

program Pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. 

2. Hal-hal yang meringankan : 

a. Terdakwa bersifat sopan di muka persidangan. 

b. Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya. 

c. Kerugian keuangan negara telah dipulihkan oleh FIRMAN ADIL DACHI 

yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara lain terpisah. 

Berdasarkan uraian rumusan diatas maka pertimbangan hakim dalam 

putusannya bahwa dari keseluruhan proses pemeriksaan perkara baik 

mendengarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan 

barang bukti, dimana terdapat persesuaian, sehinggga majelis hakim Pengadilan 

Negeri Medan menarik kesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan korupsi. 

Dengan ini majelis hakim menjatuhkan hukuman 2 (dua) tahun pidana penjara dan 

denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika 

denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, 

dengan memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan, 

khususnya Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 

tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana terhadap terdakwa Drs. HUKUASA NDRURU, 

M.AP dalam putusan perkara Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2016/Pn.Mdn. 
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4.3.1. Posisi Kasus 

Bahwa Terdakwa Drs. HUKUASA NDRURU,M.AP. selaku Wakil Bupati 

Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Menteri 

Dalam Negeri Nomor : 132.12-205 Tahun 2011 tentang Pengesahan 

Pemberhentian Wakil Bupati Nias Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Wakil 

Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara, bersama-sama dengan saksi Drs. 

ASA ARO LAIA, saksi Drs. FERIAMAN SARUMAHA, saksi FIRMAN ADIL 

DACHI saksi Drs.ARONI HALAWA dan Saksi YOKIE AK DUHA (masing 

masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada tanggal 13 Februari 2012 

atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Kantor 

Bupati Nias Selatan Jalan Balaho Indah Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kabupaten 

Nias Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 5 

Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 

jo pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 

022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 masih termasuk dalam daerah 

Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang 

berwenang memeriksa dan mengadilinya, “sebagai orang yang melakukan atau 

turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya 

diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan 

Negara atau perekonomian Negara”. 

Pada TA. 2012 Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan ada 

melaksanakan kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan Pembangunan 

Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, kegiatan tersebut ditampung pada Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah 
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Kabupaten Nias Selatan TA. 2012, dengan pagu Anggaran yang tersedia sebesar 

Rp. 15.600.000.000,- (lima belas milyar enam ratus juta rupiah), dengan kode 

rekening 1.20.05.17.46.5.2.3.01.01 yaitu kegiatan Pengadaan Tanah Kantor 

Pemerintah Daerah. 

 

4.3.2. Analisis Dakwaan 

Penuntut Umum dalam mendakwa terdakwa menggunakan dakwaan 

subsidair. Dakwaan primernya adalah Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana. Dakwaan subsidairnya adalah Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

Dalam persidangan dan atas pertimbangan hakim dakwaan primair tidak 

terbukti, maka terdakwa dipersalahkan atas dakwaan subsidair dengan unsurnya 

sebagai berikut : 

1. Unsur setiap orang 

Pengertian setiap orang dapat dijumpai Pasal 1 butir 3 Undang-Undang 

Nomor 31 tahun 1999 yang berbunyi setiap orang adalah orang perorangan atau 

termasuk korporasi. Dari ketentuan pasal tersebut, Undang-Undang secara tegas 

menyebutkan bahwa pengertian setiap orang adalah orang perseorangan bahkan 

termasuk pula korporasi, dimana orang perseorangan tersebut adalah recht person 
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yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap 

bertindak dan tidak dibawah pengampuan, sedangkan yang dimaksud dengan 

korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan baik merupakan badan 

hukum maupun bukan badan hukum. 

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan 

saksi-saksi yang membenarkan bahwa yang dihadapkan untuk diperiksa dan 

diadili di depan persidangan adalah benar terdakwa Drs. HUKUASA NDRURU 

M.AP bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas sebagaimana yang 

tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dirinya menyatakan dalam 

keadaan sehat jasmani dan rohani. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur setiap 

orang telah terpenuhi. 

2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu 

korporasi 

Pengertian dengan tujuan adalah dengan kesengajaan, artinya si pelaku 

harus memiliki niat dan kesadaran tentang perbuatan yang dilakukan. Pengertian 

menguntungkan adalah memperoleh untung atau keuntungan dan tidak harus 

dilihat dari bertambahnya kekayaan atau harta benda terdakwa secara signifikan, 

tetapi cukup dengan bertambahnya sedikit saja kekayaan atau harta benda 

terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi sudah dapat diartikan 

menguntungkan, bahwa fasilitas yang bersifat non finansialpun dapat diartikan 

dan dikategorikan sebagai pengertian menguntungkan tersebut. 

Berdasarkan pengertian diatas dan rangkaian fakta persidangan terutama 

dari kenyataan yang terjadi yaitu setelah dibandingkan harga beli tanah oleh 

Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan sesuai Surat Pemerintah Pencairan 
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Dana (SP2D) dengan harga perolehan yang sebenarnya (real cost) dari penjual, 

yang mana diperoleh hasil penghitungan kerugian negara atas kasus 

penyimpangan dalam kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan Balai Benih 

Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan sebesar Rp.9.917.657.675,- (Sembilan miliar 

Sembilan ratus tujuh belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tujuh 

puluh lima rupiah), maka unsur menguntungkan orang lain (FIRMAN ADIL 

DACHI) selaku pihak penjual pada unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti. 

3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya 

karena jabatan atau kedudukan 

Pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang 

ada karena jabatan atau kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, 

kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat 

atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud 

diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Majelis hakim juga 

mengutip pendapat ahli DR. Faisal Akbar Nasution, SH, M.Hum di persidangan 

yang menyatakan bahwa sudah dianggap melakukan penyimpangan keuangan 

negara atau keuangan daerah apabila si penerima tugas kepala daerah dalam hal 

ini Wakil Kepala Daerah menandatangani Surat Keputusan berkaitan dengan 

anggaran yang dikeluarkan dia mengetahui bahwa kegiatan tersebut tidak pernah 

dibahas tetapi tetap saja melaksanakan kegiatan tersebut, maka sebagaimana juga 

yang terjadi dalam perkara ini telah jelas tindakan terdakwa Drs. HUKUASA 

NDRURU M.AP diatas adalah juga merupakan tindakan penyimpangan keuangan 

negara. 
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Apabila dilihat dari sudut peraturan perundang-undangan, maka perbuatan 

yang dilakukan terdakwa adalah merupakan perbuatan menyalahgunakan 

wewenang dan kedudukan yang bertentangan dengan Pasal 3 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 54 ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 184 ayat 

(2) Permendagri Nomor 13 tahun 2006. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka 

dengan demikian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana 

yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terbukti pada perbuatan 

terdakwa. 

4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara 

Pengertian yang dapat merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi 

atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur 

merugiakan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya 

keuangan negara atau berkuarangnya keuangan negara. Berdasarkan fakta 

kronologi perkara tersebut dan meskipun kerugian keuangan negara telah 

dipulihkan namun hal tersebut tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana 

terhadap terdakwa, dan unsur ini telah terpenuhi. 

5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut 

serta melakukan.  

Pengertian “orang yang melakukan” adalah jika seseorang yang 

melakukan sendiri perbuatannya, dan “orang yang menyuruh melakukan” adalah 

jika ada seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, 

sedangkan pada “orang yang turut serta melakukan” adalah jika ada dua atau lebih 

orang yang melakukan perbuatan dan ada kesadaran dalam bekerja sama untuk 

61 
 

------------------------------------------------------ 
 © Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 
------------------------------------------------------ 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan Penulisan Karya Ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA

13/9/19UNIVERSITAS MEDAN AREA



melakukan perbuatan serta ada hubungan yang erat antara perbuatan yang satu 

dengan perbuatan yang lainnya, sehingga hal ini dapat disebut pula “bersama-

sama melakukan”. 

Berdasarkan fakta persidangan, majelis hakim merasa cukup membuktikan 

telah terdapat kerjasama secara sadar dan lengkap antara terdakwa dengan saksi 

Drs. ARONI HALAWA, saksi Drs. ASA’ARO LAIA M.Pd selaku ketua panitia 

pengadaan tanah yang dilakukan bersama saksi FERIAMAN SARUMAHA 

selaku ketua tim penafsir harga dan saksi FIRMAN ADIL DACHI selaku penjual 

tanah (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah). Berdasarkan 

pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa unsur kelima ini telah 

terpenuhi dalam perbuatan terdakwa. 

 

4.3.3. Pendapat Hukum 

Perkara korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 116/Pid.Sus-

TPK/2014/Pn.Mdn jika dianalisis dari teori hukum yang dipergunakan dalam 

penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Teori Penegakan Hukum 

Berdasarkan teori penegakan hukum, tindakan yang dilakukan oleh para 

penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri 

dan Pengadilan Negeri Medan dalam mengusut perkara tindak pidana korupsi 

yang dilakukan oleh terdakwa yang juga merupakan Wakil Bupati Nias Selatan 

sudah sangat mendukung penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. 

Seorang kepala daerah diproses dan disidangkan sudah menggambarkan bahwa 

setiap orang sama dimata hukum. 
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2. Teori Pemidanaan Retributif 

Pidana penjara selama dua tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua 

ratus juta rupiah) menurut teori pemidanaan retributif sangatlah sedikit. Teori ini 

menitikbertkan pada pembalasan terhadap si pelaku. Si pelaku yang merupakan 

seorang kepala daerah telah berbuat suatu tindak pidana yang keji yang merugikan 

hajat hidup orang banyak. Terdakwa dalam hal ini telah melanggar sumpah 

jabatan dan amanah yang diberikan oleh rakyat yang memilihnya. 

Indonesia tidak memakai teori pemidanaan ini, sehingga tidak 

menimbulkan rasa takut bagi para calon koruptor lainnya. Hal ini dapat 

mengakibatkan semakin maraknya praktek-prakter korupsi di Indonesia. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

1. Penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia yang dituangkan dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 

tentang Pemberantasan Korupsi merupakan representasi dari 3 unsur 

penegakan hukum, yaitu unsur pembuat undang-undang (membuat undang-

undang ini), unsur aparat penegak hukum yaitu undang-undang ini juga 

mengatur tentang aparat penegak hukum misalnya dengan adanya Komisi 

Pemberantasan Korupsi dan unsur lingkungan masyarakat yaitu dengan 

mengatur partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. 

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor : 116/Pid.Sus-

TPK/2014/Pn.Mdn adalah dengan mempertimbangkan hal-hal yang 

meringankan dan hal-hal yang memberatkan, dengan mempertimbangkan 

kemampuan bertanggungjawab si terdakwa, mempertimbangkan tidak adanya 

alasan pemaaf dan alasan pembenar, serta memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 

tentang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana, maka majelis hakim menjatuhkan hukuman 2 tahun pidana 

penjara dan denda Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada terdakwa. 
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5.2. Saran 

1. Kiranya dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia dapat 

terus berjalan kearah yang lebih baik dengan cara penguatan dalam 3 unsur 

penegakan hukum. 

2. Pemerintah dalam menindak para terpidana korupsi kiranya dapat 

menerapkan sistem pemidanaan retributif demi terciptanya keadilan sosial 

bagi seluruh rakyat Indonesia. 
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  Medan, 4 Juni 2018 

Perihal : Perbaikan Outline Skripsi 

Kepada Yth : Ketua Hukum Kepidanaan 

  Fakultas Hukum UMA 

  Di –  

  Medan 

Dengan Hormat, 

Sesuai dengan hasil skripsi seminar outline dengan judul skripsi “PENERAPAN 

HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM 

PEMBANGUNAN BALAI BENIH INDUK (BBI) DI KABUPATEN NIAS 

SELATAN (Studi Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2014/Pn.Mdn)”. 

Yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 2018 dimana diharuskan diadakan 

perbaikan terhadap Outline tersebut maka bersama ini saya sampaikan hal-hal 

sebagai berikut : 

1. Saya telah memperbaiki Outline skripsi tersebut sesuai dengan hasil 

seminar yang diadakan pada tanggal 23 April 2018 

2. Saya telah mengubah judul penelitian saya sesuai saran dari Pembimbing 

II yaitu Arie Kartika, SH, MH menjadi “PENEGAKAN HUKUM 

TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI KASUS BALAI BENIH 

INDUK (BBI) DI KABUPATEN NIAS SELATAN (Studi Putusan 

Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2014/Pn.Mdn)” 

3. Saya menyerahkan hasil perbaikan Outline tersebut kepada Ketua Hukum 

Kepidanaan dengan harapan kiranya dapat diterima. 

Demikian saya sampaikan, atas perhatian dan bantuan saya ucapkan terima kasih. 

 

  Hormat Saya 

  

 

 

 

 

 

 

(Donny Christian Harita) 
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Notulen : Seminar proposal penulisan skripsi Bidang Hukum Pidana 

Fakultas Hukum Universitas Medan Area 

Judul Proposal : PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA 

KORUPSI DALAM PEMBANGUNAN BALAI BENIH 

INDUK (BBI) DI KABUPATEN NIAS SELATAN (Studi 

Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2014/Pn.Mdn)”. 

I. Penyaji : 

Nama : Donny Christian Harita 

NPM : 14.840.0096 

Bidang : Hukum Pidana 

II. Panitia Seminar 

 Pembimbing I  : DR. Taufik Siregar SH, M.Hum 

 Pembimbing II  : Arie Kartika SH, MH 

 Sekretaris   : Ridho Mubarak SH, MH 

III. Mahasiswa Pembanding 

 Pembanding I  : Jeni Sulastri Siagian 

 Pembanding II  : Chandra Firman 

 Pembanding III  : Andre Purba 

 Pembanding IV  : Jovindo Sitorus 

 Pembanding V  : Leo Panjaitan 

IV. Pelaksanaan Seminar 

 Hari / Tanggal  : Senin / 23 April 2018 

 Mulai Jam   : 11.00 WIB 

 Tempat   : Ruang Seminar Fakultas Hukum UMA 

 Selesai   : 11.45 WIB 

V. Tata Tertib Pelaksanaan Seminar 

1. Sekerataris Panitia Seminar membuka acara seminar yang dimulai dengan 

ucapan Assalamualaikum Wr,Wb, dan kemudian kepada penyaji 

dipersilahkan mempersentasekan makalahnya. 

2. Setelah penyaji selesai membacakan makalahnya maka Ketua Panitia 

memberikan kesempatan kepada pembanding untuk menyampaikan 

pendapat dan saran-saran maupun pertanyaan-pertanyaan kepada penyaji 
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yang berkaitan dengan masalah yang dibacakan oleh penyaji, sebagai 

berikut : 

Pembanding I : Jeni Sulastri Siagian 

Penulisan agar dapat dibuat lebih rapi lagi. 

Jawaban penyaji : 

Penyaji akan memperhatikan masukan dan menerima masukan dari 

Pembanding I. 

Pembanding II : Chandra Firman 

Pada hal 48 kata “MENEDANG” diubah menjadi penulisan yang baik 

dan benar. 

Jawaban penyaji : 

Penyaji akan memperhatikan masukan dan menerima masukan dari 

Pembanding II. 

Pembanding III : Andre Purba 

Terlalu banyak defenisi teori pada BAB II 

Jawaban penyaji : 

Penyaji akan memperhatikan masukan dan menerima masukan dari 

Pembanding III. 

Pembanding IV : Jovindo Sitorus 

Dalam 1 paragraf seharusnya tidak boleh terdiri dari 1 kalimat saja. 

Jawaban Penyaji : 

Penyaji akan memperhatikan masukan dan menerima masukan dari 

Pembanding IV. 

Pembanding V : Leo Panjaitan 

Mohon perhatikan penulisan Bahasa yang baik dan benar 

Jawaban penyaji : 

Penyaji akan memperhatikan masukan dan menerima masukan dari 

Pembanding V 

VI. Setelah Pembanding I,II,III,IV dan Pembanding V selesai menyampaikan 

pendapat atau saran-saran maupun pertanyaan-pertanyaan terhadap penyaji, 

maka Sekertaris Seminar memberikan kesempatan kepada Pembimbing-

pembimbing untuk menyampaikan saran-saran atau masukan-masukan dan 
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pertanyaan-pertanyaan agar kiranya dapat bermanfaat guna perbaikan-

perbaikan penulisan skripsi bagi penyaji sebagai berikut : 

 

Pembimbing I : DR. Taufik Siregar SH,M.Hum 

1. Latar Belakang harus 15 halaman. 

2. Masukkan teori keadilan dan teori pertanggungjawaban pada Bab II 

3. Masukkan Hipotesis 

Jawaban Penyaji : 

Penyaji akan memperhatikan masukan dan menerima masukan dari 

Pembimbing I.  

 

Pembimbing II : Arie Kartika, SH, MH 

1. Pada bagian Rumusan Masalah diganti seluruhnya. 

2. Judul diganti. 

3. Harap diperbanyak Footnote dalam penulisan. 

Jawaban Penyaji : 

  Penyaji akan memperhatikan masukan dan menerima masukan dari 

Pembimbing II.  

 

VII. Sekretaris Seminar : Ridho Mubarak, SH, MH. 

Memberikan masukan berupa :  

1. Pada Bagian teori diganti dari Teori Pertanggungjawaban menjadi 

Teori Keadilan. 

2. Harap diperhatikan tulisan yang salah, jarak spasi, dan juga perhatikan 

penulisan footnote yang baik dan benar 

Jawaban Penyaji : 

Penyaji akan memperhatikan masukan dan menerima masukan dari 

Sekretaris Seminar. 

 

VIII. Demikian tata tertib Seminar Proposal penulisan skripsi dilaksanakan dan 

kemudian Seminar ditutup oleh Ketua Seminar dengan ucapan Terima 

Kasih.. 
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IX. Seminar Proposal Penulisan Skripsi ditutup pada jam 12.00 WIB. 

 

 

 

Pembimbing I  Pembimbing II 

 

 

 

(DR. TAUFIK SIREGAR SH, M.HUM) 

  

 

 

(ARIE KARTIKA, SH, MH) 
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lad< se<eda< hanya membMiu sctcl"h rll ltmpahkan weweMng rtu 

maka tanggung tawabnya hanya se<eaar menetbttkan SK llu lad<. 

kecuah waktl kepala daerah olu alas onosoatof sendtn meng SK kan 

sendtn ltu salah , 

- Bahwa bergeser pehmpahan tanggung tawab nu sesuat yang 

d•sebu\kan dodatam SK hu tad1 . secara tekhms yang benanggung 

tawab adalah orang yang menenma SK 11u atau orang yang dtsebutkan 

dalam SK o(U 

- Bahwa Waktl Bupall dan Bupal! selatn hal tnt hanya benanggung 

JSWab terhadap objek yang dt telapkan d· datam SK tersebul lokasl 

dotuar dan SK tersebul bukan me•upa<an tanggung tawab wakol Bupatl 

namun Buoah karena menyompang petaluran dasar oalam bcntuk 

keputusan SK •tu lad• : 

Bahwa seorang Pejabat Negara <ehk~ mentalankan tugas Negara 

atau sedang menunaikan obadah scper11 n1ok hap maka oetabat 

tersebut harus dobebas tug<>~k311 daro peke~aan •lu selanna dta 

men1alan tugas rtu, tadi peristtwa yang terjad• selama d•a men,atankan 

tugas Negara maka beban langgung Jawabnya lepas dan dta soaoa 

v<>ng benangung jawab dalam hal111t sudah tenlu atasannya 

- Sahwa yang sah menurut negara adalah yang dotetapkM , 

Bahwa yang menentukan kell•Jnkan menU'III undang - undang adalah 

keoala daerah , 

- Bahwa periled a an tugas pokok bupato dan wakot bupato adalah terdapat 

dalam Pasal 25 dan Pasal 21> UU No 32 tahun 200d •asus '"' xan 

terkalt dengan pembangunan daerah yang d1 dan;u ok!h APSO. datam 

hal masalah '"' seharusnya Bupa11 yang harus d•hadukan untuk 

dldengar keterangannya karena dla pengambol i<eb•takan 

- Bahwa t•dak b•sa berdirl send•n pasal 29 •IU, lnl kan mellhat 

substanstnya kalau misalnya aktbat SK du 1erka1l dengan huruf a lnt•tu 

adalah larangan. penanyaannv<> apakah 110 d•lakukan oleh wakll 

Bupatl , 

Bahwa yang bertanggung j3W3b dalam delegaSI adalah r9nerlma 

deregast 

Bahwa dalam penatldalangat~a., APBD yang mempunyat kuasa 

adatah kepata daerah 

p, L!tot.ol'l Nn 1 t£ rl)~tl .. .... 4 .,.. . • - •. 
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Bahwa apa yang sudah dttetap~an oleh DPRD llu lah yang harus 

d•keluancan clananya , 

Bahwa sudah dtanggap melakukan peny1mpangan keuangan Negara 

atau keuangan Daerah kalau mtsalnl"' rPnenma tugas Kepala Daerah 

aalam hal 1n1 waktl Kepata Q;u~rah merenma kewenangan untuk 

menandatangam SK-SK tmplementasmya berka1tan dengan anggaran 

yarfg akan dtkeluallcan, dfa mengetan111 bahwa kegtatan 1lu lldak 

pernah dibahas tapltetap saja melaksanakan keg•alan II\J 

- Bahwa tugas wakil Bupalt d1antaranya adalah wewenang yang 

dibenkan ofeh kepala Daerahnya adatan merupakan atnbus• kalau 

dalam kapasnas membantu Kepata Daerah Mbag1aman dra!ur dalam 

Pasal 26 1iu Alnbust. karena flU merupakan huhungan antara aiasan 

dengan bawahan JBdl d1sebut dengan mandai 

Bahwa jika me<\Jpakan mandai maka yang bcrtanggung)awan adalah 

s1 pemben mandai . 

Bahwa Jtka pe11enma mandai metaksonakan iugas d;luat mnndat yang 

dtbenkan maka yang benanggung 1awab actalah mandaions atau 

penenma rnandat sepanjang penenma mandai '"' mengel)akan 

sesua• yang d•penntahkan pemben mnndal ma~a varg bcrta'lggung 

jawab adatah pemben mandat atau mandatnya 

- Bahwa datam hal penca11an daM 11u t1dak ada perannya kepala 

Daerah maupun waKtl kepala Daerah dalam hat 101 pan1t1.a mem1nta 

kepada bendahara dengan SPM tiu keoada Bendahara BUD 

Bahwa dalam pemertntahan daerah ild3k ada kr•ter~a pendelegastan 

- Bahwa SK pant\ta rtu tetap bertanggung jawab kepada Bupatt pantha 

1iu benanggung 1awab kepada Buoall bukan wak~ Buoatt 

- Bahwa mengenat pengelolaan 1<euanga•1 daerah 1\u ielap yang 

bertanggung )awab ltu adalah Kepala Oaerah 

- Bahwa tanggung )awab ltu berada pada Panuta yang melakukan 

penylmpangan nu tadi ; 

2. Dr. MAHMUD MUL YADI, SH.MHum. dl bawa~ sumpah pada pokoknya 

menerangkan sebaga> benkul : 

- Bahwa saKsi beke~a eli F akultas Hukum USU tPNS dtSIIu) sebagat 

Oosen biasa . 

Putu...an No. l16/Pir1 r.~ .. rrvnn' t, ·• • • ·•- ""-·' . ... - • 
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mas•ng·mas•ng d11andatangam oleh yanlJ tPCIICllma pen11h~ tanah an 

FIRMAN ADIL DACHI (diatas materal 600) lunas bayar bendahara 

pengeluaran BPK2D Kab N1sel an P1terson Lam11i SAP dan setuju 

bayar oleh Pengguna Anggaran 

39 Da~ar R~ahsast Belanja alas SPM nornor 900/121SPK2D·LS/2012. 

tanggal 13 Maret 2012 dengan ura•an Belanja MOdal Pengadaan 

Tan'iih Kabtor yang masong·mas•ng d1tandatangaru oleh PPK·SKPD 

BPK2D Kab N1sel an TASUKHU DAKHI Sl: dan Pengguna Anggaran 

8PK2D Kab N•sel an Tasukhu Dakl11 SF ;Jan Pengguna Anggaran 

8PK2D Kab N•sal '"' Tangonl Tafona·o 

40 Sural Setoran PaJal< (SSP) dengan nom1>1 NPV/P 20 020 215 8-126 

000. tanggal 13 Mare! 2012 penha• se!orRn PPH Pasal • ayal 2 b•aya 

ganh rug11anah seluas 64.377 M2 r.Jan tanaman alas pengadaan tanah 

keper1uan pemertntah daerah untuk 

4 1 Dafter Reahsas• Belanja alas SPM nomor 900/12/BPK2D LS/2012. 

langgal 13 Maret 2012 dengan uratan R"1an1a MOdal Pengadaan 

T anah Kabtor yang masing·mas•ng d•landalangam oleh PPK·SKPD 

8PK2D Kab Nrsel an TASUKHU OAKIII SEdan Pengguna Anggaran 

BPK2D Kab Nisei an Tasukhu Dakht SIC dan Pengguna Anggaran 

BPK2D Kab Nosel an Tangom Tafona <1 

~2 Surat Setoran Pajak (SSP) dengan nomor NPWP 20 020 215 8- 126 

000. langgal 13 Maret 2012 penhat setoran PPH Pasal 4 ayal 2 b1aya 

gantt rug11anah seluas 64.377 M2 dan lanaman atas pengadaan tanah 

keperluan pemenntah daerah untuk Pembangunan balal benoh lnduk 

(BBI) dl Desa Bawon1faoso Kec Telukdlaam Kab N•sel sesuar dengan 

surat pernyataan pelepasar. hak alas lanah dan tanaman dengan 

menenma ganli rug• nomor : 01/PH/11112012 tanggal 12 Maret 2012 

yang dUandatangan. sella cap stempel basah oleh Benoahara Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan D11erah PITERSON 7.AMILI. 

SAP I 8P dand•terima oleh kanlor penenma pembayaran Bank Sumul 

Cabang Gunungsttoli. tanggal 16 Maret 20 t2 dllandatanganl dan 

dicap stempel 

43 13 (ligabelas) lambar kertas HVS. domaan sehap lembar d•lempel 4 

(empal} lembar folo dokumentasr pelo~S'lnaan keg•alan pengadaan 

tanah pembangunan 8alai Benlh tnduk K~b N•~el TA 2012 

44 Tanda Pembayaran Honoranum kegoatan Pengadaan Tanah oengan 

Kode rekemng · 1 20 1.20 05. 17 46.5 2 1 0 I 0 I . tanggal 12 Jun• 2012 

Putusan No. U6/Pid.'Su., TPI(/?n l•1(>l"l Mdo ,.tl 167 dat•172 h;1l. 



 
------------------------------------------------------ 
 © Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 
------------------------------------------------------ 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan Penulisan Karya Ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA

13/9/19UNIVERSITAS MEDAN AREA



------------------------------------------------------ 
 © Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 
------------------------------------------------------ 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan Penulisan Karya Ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA

13/9/19UNIVERSITAS MEDAN AREA

LOI selaku Prha'< PertamaiPenfual dengan SANEMA ZAITA selaku 

Pihak Kedua/Pembell dengan lues 1anah 90 M2 (pan1ang 15 meier dan 

Iebar S meter), dengan nrlai jual bell seharg~ Rp 2. 000 000.00 (dua 

JUla f\lpiah), yang drsaksikan oleh sdr EMMANUEL LOI dan 

SUOIRMAN DUHA serta mengelahur kepala Desa Bawonrfaoso an 

Y<lSAFAT ZAGOTO 

49 Sural an. Bupatr Nras Selatan Sekrelans Daerah Ub Asrs1en I Brdang 

Pemerintahan kepada Kepala Desa Bawonlfaso nomor 

010/6142/Umum/2013, langgal 15 Juli 2013 perrnal Data pendukung 

harga tanah yang dibeli pemennlah ya~g drlanaacanganr oleh Drs 

FERlAMAN SARUMAHA. Pembrna 1~ I, NIP 19650A 12 199203 1 

007 

50 Sural Kepala Oesa Bawonifaso Kec Telukdalam Kab Nras Selalan 

kepada Bapak Bupall Nias Selalan Cq Sekrclans Oaerah nomor 

~7010918NFNII/20 1 3 Tanggal 22 Juh 2013 penhal dala uansaksr JUBI· 

beh tanah di Oesa Bawonrlaso yang dn~ndatanganr olen YOSAFAT 

ZAGOTO 

5\ Slip penyeloran uang berwarna brru darl PT Oank Rakyal lndonesra 

(PERSERO) uang sebesar Rp 200.000 000.00 ke rekenrng Bank BRJ 

Jembatan lima Jakarta, Nomor reken<ng 3324·0 1·004995·53·5 a n 

AMINALAI WAU pad a langgal 19 Desernber 2011 

52 Stop penyetoran uang berwarna brru dan PT Bank Rakyal lndonesra 

(persero) uang sebesar Rp 100 000 000.· ke re~entng Ban~ BRI 

Jernbatan Lrma Jakarta, nomor rr.kenrng 3324·01-004995·53-5 an 

AMINALAI WAU pada tanggal28 Desember 201 t 

53 slrp penyetoran uang berwarna Drru dan PT Bank Rakyal rndonesra 

(persero) uang sebesar Rp 100 000 000. ke rekeorng Ban. BRI 

Jemba!an lrma Jakarta. nomor rekenrng 3324-01 004<l95-53·5 an 

AMINALAI WAU pada langgal 29 P<>br\rau 2012 

54 slip penyetoran uang berwarna brru dan PT Bank Rakyat Indonesia 

(persero) uang sebesar Rp 25 000 000 xe rekenrng Bank BRI 

Cabang Klsaran nomor rekenlng 0323·01·031435·50 1 an JUNIOR 

ARIF OAEL Y pada langgal181\prll2012 

55 slip penyetoran uang berwarna b11u llarr PT Bank Rakyal Indonesia 

(persero) uang sebesar Rp 65 000 000 • ~e rekenrng Ban'< BRI 

Cabang Kisaran nomor rekenrng 0323·01·03M35-50·1 an JUNIOR 

ARIF OAEL Y pada tanggal 26 Apnl2012 

PUhJ\an No. ll6/Puf S11r. W!lfr/1C1J·1/P'>I ~._,t11'. hiJI 11>9 dt:~r-! 172 hal. 
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Penetapan Ketua Pengadlfan Tlnrf.•' r•..:la~a ~or ups. pad a Pengadrlan 

Neg en Medan tanggal 15 DPsemll~r 70 1·1 No I '61Pod Sus­

T0KI20 14/PN Mdn 1en1ang penunJU~ a11 MdJ!ll ~ Hakrm yang mengadrll 

perkara '"' 

2 Penetapan MaJe1 s Hakim Pengadrlan Nege11 Meda<' langg•l 17 Desem~r 

2014No 116/Pod Sus-TPKI20HIPN Mdnlentanp ptnetara11 han ~rdang. 

3. Berkas perf<ara atas nama terdakwa Terdak'N•Ors HUKUASA NORURU. 

M.APbe~na seluruh lamp~rannya 

Telah mendengar keterangan sa1<st-saks (!an TNdakwa 

Telah mehhal barang bukll yang drajukan do rersrtlangan 

Telah mendengar tuntulan pidana dan Penuntul Um!Jm yarog dtliacakan 

dlpersldangan langgal 25 Junr 2015 yang pada po~oknya menun\lrl a!lar Majelts 

Hakrm yang mengadllr perl<ara inf memutus1<an 

Menyatakan Terdakwa Drs HUKUASA NORURU MAP lerbul\lr secara 

san dan meyal<inkan bersalah ·rnela~u,an perbuatan memp_,r,aya otn 

sendrn atau oran larn atau sualu korporasr yan oapat meruglkan 

~uangen negara atau perekonomtan negara· ontam Pasal2 aya1 (1) Jo 

Pasal 18 Unaang - Undang Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Trndak Ptc!ana Korupsr sebaga mana telah c!rubah 

dengan Undang - Undang Rl Nomor 20 T;1hun 2001 lentang Perubahan 

atas Undang - Undang Rt Nomor 31 Tat•un 1999 tentang 

Pemberantasan Tlndak Pldana Korupsr Jo Pasal 55 ayar 11) ke - 1 

KUHPidana sebagatmana dalam Dakwaan PrrmAI< 

2 Me11jatuhkan pldana lerhadap TerdakWil Drs HUKUASA NORUP.U 

MAP dengan prdana penjata selama 5 (ltma) lahun dengan perontah agar 

Terdal<.wa drtahan !lan membayar denda ~llesar Rp 500.000 000 !lima 

rat us )Uta ruptah) substdalr 6 (enam) bur an penjara 

3 Menyalakan barang buk\1 berupa 

Sural Permohonan dan Kepala Ornas Pertanran Peternakar 

Perkebunaan dan Kehutanan Kab Nts!!l TA 2011 ~epada 6upatt 

Nras Selatan nomor 520/2571JIX1112011 ranggal 14 Deloember 

201\ tentang Permohonan Penyodraan L<~han Unluk Balar lien h 

tnduk (BBI) uluas 10 Heklar ( 10 Ha) drmana swat permuhooan 

lersebut drtandalanganl oleh Kepala D•na$ Penanran pe:ernaka..,. 
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11 Sural Kepala Badan Perencanaan P"mba~gunan Daerah 

(Bappeda)Kab N1as Selatan kep~da U•·P~h N1as Selar:~n nomor 

050/135 a/BAPPEDA/2012 tanggal 22 Februan 2012 penhal 

Kesesua•an Iekas• BBI dengan Rencana rata Ruang W•layah 

(RTR~ Kab N1sel 

1 2 Be rita Acara Penselasan dan Penyuluhan tenlang Pembebasan 

tanah unluk Pembangunan Balal Bemh lndu~ d1 Desa Bawomfaoso 

Kec Telukdafam Kab Nisei Nomor 590/02/BA/2012 tanggal 20 

Februa!l 2012 

13 Oaftar had11 Pen)efasan dan Penyuh1hnn temang Pembebasan 

tanah untuk Pembangunan Balal Bemh 11rtuk d• Desa Bawon1faoso 

Kec Telukdalam Kab Nfas Selatan 

14 Sural Pit Sekrelarls Oaerah Kab Nisei nomor 030/03/Pan 2012 

langgal 23 Februan 2012 penhal Jar.lwal Survey I Penehltan atas 

lahan yang d1bebaskan 

15 Berrta Acara nomor 590103/BA/20 12 rert'lnggal 02 Maret 20 12 dan 

daftar had11 pengukuran Tanah unlu~ Kepenflngan Pembangun:ln 

Pemenntah Kab N1se1 

16 Pengumuman ldentlfikasl dan lnvestartsaso Pengaaaan Tanan untuk 

Kepenlingan Pembangunan Pemennlah Kilb N•sel lertanggal 02 

Maret 20 12 dengan pemllik tanah an FIRMAN ADIL DACHI se!Uas 

6<~ 377 Ha 

17 Bema Acara musyawarah dan nego~"IS• "•"9·llganl rug• tanah 

untuk kepentmgan PembangunAn bAia• ""'"11 lnOuk K~b N1sel 

nomor 590/04/BA/2012 langgal tO M~•rl /()12 

18 Peta lol<;as• tanah Bala1 ben1h lndu~ tBBil Kab N1sel tahun 2012 

dengan S~;~la 1 2500. lanah 1111hk ruman Ad1l Dach1 d• Desa 

Bawonlfaoso Kec Telukdalam Kab N1as Selatan 

19 Sural Pernyataan Pelepasan Hak Alas Tanah da11 Tanaman dengan 

menerlma Ga11h rug I Nomor 0 1/PH/111120 12 tanggal 12 Mare! 

2012 

20 Bukll Pembayaran 100% b1aya ganh rugo pembebasan ranah 

kepada sdr FIRMAN ADIL DACHI selaku pemlllk tanah berupa 

a) Daftar Nom•natlf atas pembayaran btaya ganh rug1 Tanah sefuas 

64,377 M2 sebesar Rp. 11.334 376 500 tertanggal 12 Maret 20111 

b) Pengesahan Laporan PertanggungJawaban Pengeluaran (SPJ) 

tertangggal13 Maret2012 
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